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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 
Saat ini penulis menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda dan 

bertugas di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya 

Wilayah II, unit kerja Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 

II, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. Subdit ini mengemban salah satu tugas dalam pembinaan 

perencanaan detail tata ruang kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Nusa 

Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, 

berupa bimbingan teknis, bantuan teknis, dan fasilitasi pemberian persetujuan 

substansi.  

Penyusunan RDTR merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun 

RDTR, dan penyusunan RDTR dilakukan untuk wilayah yang perlu didetailkan 

perencanaannya. 

Bahwa RDTR memiliki peran penting dalam pembangunan, dimana 

fungsinya yaitu sebagai acuan pemanfaatan ruang, acuan perizinan 

pemanfaatan ruang dan pemberian hak atas tanah, kepastian hukum untuk 

berinvestasi, sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang, sehingga aspek 

keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan 

masyarakat dapat terjamin. Untuk itulah Direktorat Jenderal Tata Ruang tengah 

melakukan upaya percepatan penyelesaian RDTR.  

Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) semakin mendesak 

dengan adanya isu percepatan investasi sebagaimana diatur dalam PP No. 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik. RDTR akan terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single 

Submission) yang bertujuan mendukung kemudahan investasi. Dalam sistem 

OSS yang telah dikembangkan, Rencana RDTR merupakan dasar/acuan dalam 

pemberian izin lokasi untuk investasi. Rencana investasi yang sesuai dengan 

peruntukan di RDTR akan secara otomatis keluar izin lokasi (tanpa komitmen) 

dan izin lain yang diperlukan melalui sistem elektronik. Sayangnya RDTR yang 



tersedia di seluruh Indonesia sampai saat ini baru 78 (tujuh puluh delapan) 

RDTR dari target 1.838 dokumen RDTR yang diamanatkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota (sumber: protaru 22 Maret 2021). Untuk 

Wilayah II yang mencakup Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku 

dan Papua terdapat 24 (dua puluh empat) RDTR dari target 734 RDTR yang 

diamanatkan dalam RTRW kabupaten/kota.  

Upaya percepatan penyelesaian RDTR sampai saat ini terus dilakukan 

pembinaan perencanaan tata ruang daerah untuk meningkatkan kuantitas, 

kualitas dan efektivitas penyelenggaraaan penataan ruang daerah melalui 

bimbingan teknis, bantuan teknis peyusunan RDTR, dan fasilitasi persetujuan 

substansi: 

§ Bimbingan Teknis (Bimtek), yaitu proses pembinaan kepada pemerintah 

daerah terkait penyusunan rencana tata ruang. Pemberian Bimtek RDTR 

diberikan kepada daerah yang sedang menyusun rencana tata ruang namun 

belum mendapatkan Persetujuan Substansi. Tahapan yang dilakukan 

meliputi: sosialisasi, klinik, pendampingan, dan asistensi/konsultasi. Output 

yang dihasilkan berupa materi teknis yang siap didorong menuju proses 

persetujuan substansi. 

§ Bantuan Teknis (Bantek), yaitu proses pemberian bantuan secara teknis 

kepada pemerintah daerah  terkait penyusunan rencana tata ruang. 

Tahapan yang dilakukan meliputi: spersiapan dan koordinasi, survei, 

penyusunan peta, pengolahan data dan analisis, perumusan konsep materi 

RDTR dan PZ, Focuss Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik. 

Output yang dihasilkan berupa materi teknis yang siap didorong menuju 

proses persetujuan substansi. 

§ Fasilitias Persetujuan Substansi (Persub), yaitu bantuan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam proses mendapatkan Persetujuan 

Substansi dari Kementerian ATR/BPN. Tahapan yang dilakukan meliputi 

klinik dan lintas sektor. Output yang dihasilkan berupa surat persetujuan 

substansi. 

Sebagai upaya percepatan penyediaan RDTR, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat 

Jenderal Tata Ruang memberikan bantuan teknis kepada kabupaten/kota tujuan 



investasi yang belum memiliki RDTR. Selain itu dengan lahirnya Undang-

Undang Cipta Kerja maka banyak hal yang diintegrasikan menjadi satu dokumen 

penataan ruang, dan upaya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR pun 

dilakukan, diantaranya dengan melakukan revisi peraturan menteri terkait tata 

cara penerbitan persetujuan substansi.  

Bagaimana dengan percepatan penyediaan RDTR melalui bimbingan 

teknis yang dilakukan hingga saat ini? Bimbingan teknis diberikan kepada 

daerah yang sedang melakukan penyusunan RDTR, dan penetapan lokasi 

RDTR yang akan diberikan bimbingan teknis saat ini masih bersifat 

sporadis/tidak merata dan tidak terencana, tanpa melihat progress penyusunan 

RDTR secara menyeluruh. Dengan kata lain belum ada rencana atau 

pentahapan (roadmap) lokasi bimbingan teknis yang jelas.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan roadmap 

lokasi bimbingan teknis RTDTR untuk mempercepat pemenuhan penyediaan 

RDTR. Roadmap yang dimaksud adalah peta jalan atau panduan yang bisa 

digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan suatu program kegiatan dalam 

kurun waktu tertentu. Dalam hal ini roadmap yang memuat lokasi RDTR yang 

diprioritaskan sesuai dengan progress penyusunannya (2022-2024).  

 

I.2 Tujuan Aksi Perubahan 
Tujuan dari Aksi Perubahan ini yaitu: 

§ Tujuan jangka pendek 

Tersusunnya roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR. 

§ Tujuan jangka menengah 

Terimplementasinya roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR. Pemberian 

bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan secara 

merata dan terencana sesuai dengan roadmap yang telah disusun.  

§ Tujuan jangka panjang 

Tercapainya pemenuhan kebutuhan RDTR untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan. 

 

I.3 Manfaat Aksi Perubahan 
Aksi perubahan memiliki berbagai manfaat, yaitu: 



A. Manfaat bagi unit kerja (Direktorat Bina Perencanaan Penataan Ruang 

Daerah Wilayah II) : 

1) Memudahkan pemantauan terhadap progress penyusunan RDTR 

2) Memudahkan penyusunan perencanaan dan kebijakan terkait percepatan 

penyusunan RDTR 

3) Mempermudah penetapan target lokasi pembinaan penyusunan RDTR 

(cepat dalam penentuan lokasi dan lokasi tepat sasaran) untuk 

percepatan penyelesaian RDTR. 

4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

bimbingan teknis. 

5) Aksi perubahan yang dihasilkan dapat menjadi replikasi untuk Direktorat 

Binda I dalam menyusun perencanaan program dna kegiatan bimbingan 

teknis. 

6) Muatan data dan informasi hasil aksi perubahan dapat menjadi masukan 

untuk pembaharuan aplikasi protaru yang sudah ada, yang merupakan 

sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian 

rencana tata ruang.  

7) Dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja untuk mdikembangkan menjadi 

roadmap yang tidak hanya memuat RDTR yang akan diberikan bimbingan 

teknis, namun juga memuat RDTR yang akan diberikan bantuan teknis 

dan RDTR yang berpotensi dijadikan target fasilitasi persetujuan 

substansi. 

 

B. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan 

1) Mendorong RDTR yang sedang disusun pemerintah daerah untuk dapat 

segera menuju proses penetapan RDTR, sehingga daerah dapat memiliki 

acauan dalam pemberian perizinan dan pemanfaatan ruang.  

2) Menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk perencanaan nasional, baik 

oleh Bappenas (terkait rencana nasional jangka menengah 5 tahun, 

BKPM (terkait pengembangan investasi), BIG (terkait penyediaan peta 

dasar 1:5.000), dan Kemenko Perekonomian (terkait lokasi yang akan 

diberikan bantuan teknis OSS).  



BAB II 
PROFIL PELAYANAN 

 

 

II.1 Tugas dan Fungsi Pelayanan 
A. Tugas dan Fungsi Instansi 

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang terdiri dari beberapa direktorat, 

salah satunya yaitu Direktorat Bina Perencanaan Detail Tata Ruang 

Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II yang merupakan unit penugasan 

penulis. 

1) Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen I). 

Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen Tata Ruang) mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Ditjen Tata Ruang menyelenggarakan fungsi salah satunya 

yaitu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan 

tata ruang dan sinkronisasi pemanfaatan ruang serta pelaksanaan 

evaluasi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. 

Struktur organisasi Ditjen Tata Ruang adalah sebagaimana digambarkan 

dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang 



 

 

Terlihat dari struktur organisasi tersebut bahwa pembinaan terhadap 

pemerintah daerah dalam hal perencanaan tata ruang menjadi tanggung 

jawab Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah (Binda) 

I dan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah Wilayah 

(Binda) II, sedangkan 2 (dua) direktorat lain menangani urusan penataan 

ruang di level nasional. 

2) Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II (Binda 

II). 

Direktorat Binda II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 

bantuan teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan 

kawasan tematik, serta fasilitasi pemberian persetujuan substansi 

perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di Wilayah Pulau 

Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan 

Pulau Papua. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Binda II 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana 

dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan 

kawasan teamtik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, 

Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua;  

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis 

dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah 

dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua;  

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata 

ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan 

pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum 

bidang penataan ruang;  

d. fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang 

daerah dan kawasan tematik; dan  

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.  

 



Struktur organisasi Direktorat Binda II adalah sebagaimana bagan berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II 

 

Kelima subdit yang ada di Direktorat Binda II masing-masing memiliki tugas 

pokok dan fungsi yang berbeda, dimana 3 (tiga) subdit menangani 

pnyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), sedangkan 2 (dua) subdit 

menangani penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Penulis 

bertugas di Subdit Binda II yang menangani Pulau Nusa Tenggara (34 

kabupaten/kota), Pulau Kalimantan (46 kabupaten/kota), Pulau Sulawesi (82 

kabupaten/kota), Pulau Maluku (25 kabupaten/kota), dan Pulau Papua (42 

kabupaten/kota).  

 

B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 
Dalam Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, disebutkan bahwa Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang 

Kawasan Sosial Budaya Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan 

perencanaan detail tata ruang kawasan sosial budaya kepada pemerintah 

daerah di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, 

Pulau Maluku, dan Pulau Papua. 



Terkait dengan tugas tersebut, pelayanan publik yang menjadi 

tanggung jawab di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial 

Budaya Wilayah II yaitu:  

1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata 

ruang kepada pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. 

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana tata ruang 

diberikan bimbingan teknis melalui sosialisasi, klinik, dan pndampingan. 

Jika kegiatan sosialisasi didominasi oleh  penyampaian 1 (satu) arah 

yang diperkaya diskusi, pada kegiatan klinik dan pendampingan 

dilakukan lebih detail terkait muatan dokumen rencana tata ruang yang 

sedang disusun oleh pemerintah daerah. Sosialisasi, klinik, dan 

pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk Focused Group Discussion 

(FGD)/klinik yang dilaksanakan terhadap kabupaten/kota yang menjadi 

target pelaksanaan bimbingan teknis. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, 

klinik dan pendampingan di daerah ini sangat tergantung dari 

ketersediaan anggaran melalui kegiatan Bimbingan Teknis.  

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana tata ruang 

dapat memperoleh bimbingan atau berkonsultasi Kementerian ATR/BPN 

selaku pengampu bidang tata ruang khususnya di Direktorat Binda II 

untuk kabupaten/kota yang berada di Wilayah II. Konsultasi dapat 

dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun secara tidak langsung melalui 

telepon, whatsapp, email dan media komunikasi jarak jauh lainnya.  

 
2) Fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang 

daerah. 

Persetujuan substansi rencana tata ruang merupakan amanat UU No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa 

penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR terlebih 

dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri yang 

membidangi tata ruang (dalam hal ini Menteri ATR/BPN). 

Peraturan pelaksana pemberian persetujuan substansi saat ini diatur 

dalam Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 tentang  Pedoman 

Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan 



Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang 

Kabupaten/Kota, yang di dalamnya mengatur tentang persyaratan, alur 

dan durasi proses persetujuan substansi. Dengan lahirnya Undang-

Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini tengah dilakukan 

penyesuaian melalui revisi Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 terkait 

tata cara pemberian persetujuan substansi. 

Persetujuan substansi rencana tata ruang merupakan hal yang penting 

dalam tahapan penetapan perkada (peraturan kepala daerah) RDTR, 

untuk memastikan RDTR yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota 

telah selaras dan harmonis dengan rencana tata ruang di level nasional 

dan pedoman-pedoman bidang penataan ruang. Fasilitasi persetujuan 

substansi dilakukan melalui klinik, dan lintas sektor. Pada tahapan klinik 

dilakukan bimbingan dan  evaluasi muatan RDTR yang tidak lain untuk 

menjaga kualitas RDTR yang akan diberikan persetujuan substansinya. 

Sedangkan lintas sektor dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan 

Kementerian/Lembaga telah diakomodir dalam dokumen RDTR.  

 

C. Area Tugas dan Fungsi Yang Bermasalah  
Sekilas telah disampaikan pada subbab I.1. latar belakang, bahwa dari 

fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas Subdit Perencanaan Detail Tata 

Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, pelayanan bimbingan teknis 

memiliki peran penting dalam upaya percepatan penyelesaian RDTR. 

Terkendalanya pelaksanaan bimbingan teknis ini akan berdampak pada 

pemenuhan RDTR. Dampak lainnya dengan adanya kendala tersebut 

adalah tertundanya daerah memiliki perkada. Selain itu, percepatan 

investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) akan menjadi tidak 

efektif jika tidak didukung dengan RDTR yang lengkap di seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki 

potensi investasi tinggi. 

 

II.2 Sumber Daya Instansi 
Sumber daya manusia di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Wilayah II berjumlah total 107 pegawai yang terdiri atas 41 ASN, 10 PPNPN, 48 

tenaga ahli, 7 pramubakti dan 1 pengemudi. Di Subdit Perencanaan Detail Tata 



Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II sendiri terdapat total 17 pegawai 

terdiri atas 5 ASN, 2 PPNPN, 9 tenaga ahli dan 1 pramubakti. Dalam 

pelaksanaan kegiatannya, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 

Sosial Budaya Wilayah II diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan 

swakelola di Tahun Anggaran 2021, meliputi: 

§ Bimbingan Teknis RDTR di Wilayah II, total anggaran sebesar  Rp. 

3.118.666.000. 

§ Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah II, total anggaran sebesar Rp. 

1.451.334.000. 

Selain itu di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial 

Budaya Wilayah II terdapat pula kegiatan kontraktual, dimana penulis menjadi 

supervisi untuk kegiatan Bantuan Teknis beberapa kawasan yang merupakan 

prioritas nasional, total anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
ANALISIS MASALAH 

 

 

III.1 Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah  
Salah satu isu strategis terkait tata ruang yang sedang hangat di level 

nasional adalah terkait percepatan investasi. Tata ruang khususnya Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu yang memegang peran besar 

dalam percepatan pemberian izin investasi melalui sistem Online Single 

Submission (OSS). Hal ini menjadi salah satu isu yang diangkat dalam 

penyusunan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 – 2024. Sejak UU No. 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan, baru terdapat 78 Perda 

RDTR yang ditetapkan di seluruh Indonesia. Angka ini sangat kecil jika 

dibandingkan dengan RDTR yang harus disusun yaitu sebanyak 1.838 RDTR. 

Proyeksi sampai dengan 2024 Kementerian ATR/BPN mampu mewujudkan 

RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian 

ruang. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khususnya Ditjen 

Tata Ruang selaku pengampu tata ruang perlu melakukan upaya-upaya 

percepatan penyediaan RDTR, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas pelayanan bimbingan teknis untuk RDTR. 

Berikut roadmap atau peta jalan berdasarkan tema tahunan perwujudan 

visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi institusi berstandar dunia, 

untuk bidang tata ruang Ditjen Tata Ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Tabel 1. Tematik Tahunan dan Peta Jalan Pembangunan Bidang Tata Ruang 
Direktorat Jenderal Tata Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Buku Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 

 

Dalam Buku Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, 

program prioritas bidang tata ruang difokuskan pada pencapaian salah satu 

strategic goal Kementerian ATR/BPN yaitu “Penataan Ruang Berbasis RDTR 

Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi”, yang dilakukan melalui penyelesaian 2000 persetujuan 

substansi RDTR melalui bimbingan teknis, bantuan teknis dan fasilitasi 

persetujuan substansi dalam waktu 5 (lima) tahun. 

Strategi penyelesaian 1.838 persetujuan substansi RDTR dilakukan 

dengan terobosan SDM, teknologi dan kelembagaan sebagaimana digambarkan 

pada bagan berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Terobosan Penyelesaian RDTR 

 

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi penulis di Subdit Perencanaan 

Detail tata Ruang Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II, telah dijelaskan bahwa 

salah satu area tugas dan fungsi yang bermasalah adalah terkait bimbingan 

teknis RDTR. Mengingat bahwa bimbingan teknis ini akan sangat berpengaruh 

terhadap percepatan penyediaan RDTR untuk mendukung percepatan investasi 

melalui sistem OSS, maka penulis menganggap area pelayanan pemberian 

bimbingan teknis RDTR merupakan area yang tepat untuk dilakukan 

perbaikan/perubahan. 

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait tusi 

pelayanan terkait bimbingan teknis, yaitu: 

a. Rendahnya Kualitas RDTR 

Dokumen RDTR yang disusun oleh pemerintah daerah belum sesuai 

dengan ketentuan penyusunan RDTR, sehingga pada saat dilaksanakannya 

bimbingan teknis perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan 

penyusunan RDTR, termasuk NSPK dan peraturan perundangan terkini. 

Apalagi saat ini untuk mendukung sistem OSS, banyak dokumen yang 

belum seragam dalam basis data. Keterbatasan jumlah dan kompetensi 

SDM di daerah juga berpengaruh dalam menindaklanjuti perbaikan hasil 



evaluasi muatan RDTR. Selain itu keterbatasan anggaranpun berpengaruh 

pada mobilitas tim penyusun dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis. 

b. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan 

bimbingan teknis RDTR. 

Belum adanya SOP yang memuat standar metode/tata cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan teknis, evaluasi muatan RDTR, jangka waktu perbaikan 

hasil evaluasi, dan lainnya. 

c. Rendahnya produktivitas pemenuhan RDTR 

Output bimbingan teknis yaitu materi teknis yang siap didorong menuju 

proses persetujuan substansi, ternyata banyak RDTR hasil bimbingan teknis 

belum berhasil menuju proses persetujuan substansi.  

 

III.2 Penetapan Masalah Utama 
Tiga masalah utama yang telah diidentifikasi sebelumnya perlu diprioritisasi 

untuk membuat aksi perubahan lebih spesifik dan fokus. Untuk itu digunakan 

kriteria USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk memilih 1 (satu) masalah 

untuk dibahas dan dicarikan solusinya dalam aksi perubahan. Kriteria yang 

digunakan adalah Urgensi, Seriousness dan Growth. Urgency/Mendesak (U/M), 

adalah seberapa mendesak atau banyaknya waktu yang tersedia untuk 

menangani satu masalah. Seriousness/Kegawatan (S/G) adalah seberapa 

serius suatu isu/masalah sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan dengan 

akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan, Growth/Pertumbuhan (G/P) adalah 

perkiraan atau seberapa besar kemungkinan makin memburuk/ bertambah 

buruknya keadaan sejak isu/masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan. 

Nilai yang digunakan adalah range 1-5.  

 

Tabel 2. Tabel Kriteria USG (Urgency, Seriousness, Growth) 

NO PERMASALAHAN 
NILAI 

TOTAL RANK 
U S G 

1 Rendahnya Kualitas RDTR 5 5 4 14 2 

2 
Belum tersedianya SOP pelaksanaan 
bimbingan teknis RDTR 

5 4 4 13 3 

3 Rendahnya produktivitas pemenuhan RDTR 5 5 5 15 1 



Dengan menggunakan kriteria USG (Urgency, Seriousness, Growth) diatas, 

didapat permasalahan utama yaitu ‘rendahnya produktifitas pemenuhan RDTR’. 

Untuk dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah utama yang 

telah dipilih, perlu dilakukan analisis lanjutan untuk menemukan akar 

masalahnya. Untuk melakukan analisis tersebut, digunakan fishbone diagram 

(cause and effect) analysis. Komponen kunci yang digunakan sebagai pemandu 

adalah man, material, method/procedure, environment, measurement, dan 

machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Diagram Fishbone 

 
1. Man 

§ Perencana belum menyusun perencanaan program dan kegiatan 

dengan mengacu pada database progress penyusunan RDTR. 

2. Method 

§ Monitoring data dan informasi progress penyusunan RDTR dilakukan 

secara konvensional atau manual, menyebabkan sulit untuk terus 

melaukan pemutakhiran keseluruhan data. 

3. Measurement 

§ Belum jelasnya kriteria penetuan lokasi bimbingan teknis  

CAUSE EFFEC
T 

MAN 
Perencana belum mengacu 

pada database progress 
penyusunan RDTR 

MATERIALS 
Tidak terbaharukannya 
database terkait progress 

penyusunan RDTR 

METHOD 
Monitoring data dan 
informasi dilakukan 

sevcara konvemsional/ 
manual 

ENVIRONMENT 
Kurangnya komitmen 

pemerintah kabupaten/kota 
dalam pembaharuan data dan 

informasi. 

RENDAHNYA 
PRODUKTIVI
TAS 
PEMENUHAN 
RDTR 

MEASUREMENT 
Belum jelasnya kriteria 

penetuan lokasi.  
Belum ada roadmap lokasi 

bimbingan teknis yang jelas. 

MACHINES 
Belum tersedia sistem 

prioritisasi lokasi 
bimbingan teknis 

 
 

KKNKJ  



§ Belum ada rencana dan pentahapan (roadmap) lokasi bimbingan teknis 

yang jelas, sehingga pemberian bimbingan teknis dilakukan secara 

sporadis dan tidak terencana. Bisa jadi 1 lokasi RDTR mendapatkan 2 

kali bimbingan teknis, sedangkan lokasi RDTR lainnya sama sekali 

belum pernah mendapatkan bimbingan teknis. Selain itu banyak RDTR 

hasil bimbingan teknis belum berhasil menuju proses persetujuan 

substansi. 

4. Machine 

§ Belum tersedia sistem prioritisasi lokasi bimbingan teknis.  

5. Environment 

§ Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pembaharuan 

data dan informasi progress penyusunan RDTR di kabupaten/kota.  

6. Materials 

§ Tidak terbaharukannya database terkait progress penyusunan RDTR 

kabupaten/kota yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan 

(meliputi kelengkapan muatan dan pemutakhirn data). 

 

III.3 Analisis Kelayakan Inovasi 
Setelah diketahui akar masalah dari “rendahnya produktifitas pemenuhan 

RDTR”, solusi dapat diperoleh dengan mencari kondisi ideal dari akar masalah 

yang diurai. Beberapa alternatif solusi yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Alternatif Solusi Berdasarkan Akar Masalah 

NO KOMPONEN SOLUSI 

1 Man Menyusun aturan terkait penyusunan perencanaan 
program dan kebijakan 

2 Material 

Melakukan pembaharuan database terkait 
progress penyusunan RDTR kabupaten/kota yang 
diperlukan dalam penyusunan perencanaan 
(meliputi kelengkapan muatan dan pemutakhiran 
data). 

3 Method/Procedure Monitoring data dan informasi progress 
penyusunan RDTR secara elektronik. 



4 Measurement 

1. Menyusun kriteria penetuan lokasi bimbingan 
teknis  

2. Menyusun roadmap yang jelas terkait lokasi 
bimbingan teknis, sehingga pemberian 
bimbingan teknis dapat dilakukan secara 
merata dan terencana. 

5 Machine Menyediakan sistem prioritisasi lokasi bimtek 

6 Environment 

Memberikan pemahaman kepada pemerintah 
daerah terkait manfaat pembaharuan data dan 
informasi progress penyusunan RDTR yang 
berdampak pada pengembangan di daerahnya.  

 

Dari 7 (tujuh) solusi yang ditawarkan di atas, perlu dilakukan analisis 

kelayakan inovasi dengan melihat kelayakan dari aspek administrasi, kelayakan 

sumber daya, kelayakan teknis dan kelayakan regulasi. Kelayakan administrasi 

dapat dikaitkan dengan relevansi inovasi dengan tugas dan fungsi mengingat 

pelaksanaan administrasi kegiatan melekat dengan tugas dan fungsi. Kelayakan 

dari aspek sumber daya dapat dikaitkan dengan ketersediaan SDM dengan 

jumlah dan kompetensi yang cukup, serta sumber daya anggaran untuk 

mendukung pengembangan inovasi. Kelayakan teknis dapat dilihat dari aspek 

kelayakan pelaksanaan dalam jangka waktu implementasi aksi perubahan. 

Kelayakan regulasi adalah inovasi yang dikembangkan harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dengan mudah analisis kelayakan inovasi dilakukan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Analisis Kelayakan Inovasi dari Solusi Alternatif 

NO SOLUSI 
KELAYAKAN 

ADMINISTRASI SUMBER 
DAYA TEKNIS REGULASI 

1 Menyusun aturan 
terkait penyusunan 
perencanaan program 
dan kebijakan 

X X X √ 

2 Melakukan 
pembaharuan 
database terkait 
progress penyusunan 
RDTR  

√ √ √ √ 



3 Monitoring data dan 
informasi progress 
penyusunan RDTR 
secara elektronik 

√ √ √ √ 

4 Menyusun kriteria 
penentuan lokasi 
bimbingan teknis 

√ √ √ √ 

5 Menyusun roadmap 
yang jelas terkait lokasi 
bimbingan teknis  

√ √ √ √ 

6 Menyediakan sistem 
prioritisasi lokasi 
bimtek 

√ √ √ √ 

7 Memberikan 
pemahaman kepada 
pemerintah daerah 
terkait manfaat 
pembaharuan data dan 
informasi progress 
penyusunan RDTR  

√ √ √ √ 

 

Dari 7 (tujuh) solusi yang dianalisis kelayakannya, terdapat 6 (enam) solusi 

yang memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga 6 (enam) solusi tersebut 

akan dilakukan dalam aksi perubahan, dimana solusi no. 2, 3, 4, 6, dan 7 menjadi 

tahapan dalam pelaksanaan solusi no. 5 yaitu “Penyusunan Roadmap Lokasi 

Bimbingan Teknis RDTR”. Penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR 

ini disusun agar perencanaan lokasi bimbingan teknis hingga 2024 menjadi 

terencana sesuai prioritisasinya dengan menggunakan data dan informasi yang 

terbaharukan.  

A. Secara Administrasi  
Dari aspek administrasi, aksi perubahan yang akan dilaksanakan masih 

dalam koridor tugas dan fungsi Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang 

Kawasan Sosial Budaya Wilayah II.  

B. Secara Sumber Daya 
1) Sumber Daya Manusia, kelayakan sumber daya manusia selain dilihat 

dari ketersediaan SDM internal di Direktorat Binda II, dukungan dan 

komitmen dari luar Direktorat Binda II yang memiliki kepentingan terhadap 

roadmap ini juga sangat diperlukan. Perlu dilakukan identifikasi 



stakeholders untuk memastikan aksi perubahan ini mendapat dukungan 

dari pihak-pihak yang berkepentingan.  

a. Identifikasi Stakeholders 

Dalam aksi perubahan, terdapat beberapa stakeholders terkait di luar 

unit kerja yang dapat diidentifikasi dalam tabel berikut. 

 
Tabel 5. Identifikasi Stakeholders, Peran, Pengaruh dan  

Hubungan Kerja 
 

NO STAKEHOLDER PERAN PENGARUH HUBUNGAN KERJA 

I STAKEHOLDER INTERNAL (DJTR) 
1 Direktorat 

Binda I  
Mitra kerja + Dalam pelayanan pemberian 

bimbingan teknis, Direktorat Binda I 
memiliki tusi yang sama dengan 
Direktorat Binda II, namun dengan 
lingkup wilayah kerja yang berbeda.  

2 Setditjen Koordinator 
Program 
Kegiatan 

+ Penyusun perencanaan dan 
kebijakan terkait program dan 
anggaran. Menjadi koordinator usulan 
dari maing-masing direktorat terkait 
program kegiatan. 

3 Datin Konsultasi  + Memberikan konsultasi dan masukan 
terkait database dan sistem aplikasi. 
Hasil aksi perubahan juga akan 
menjadi masukan untuk 
pengembangan database di datin. 

II STAKEHOLDER EKSTERNAL 

A STAKEHOLDER EKSTERNAL AKTIF  

1 Instansi yang 
menangani 
RDTR di 
Kabupaten/ 
Kota 

Klien/cus 
tomer 

+ Aktif dalam pembaharuan data dan 
informasi terkait proggress 
penyusunan RDTR yang sedang 
dilakukan.    

2 Kementerian/ 
Lembaga 

Pengguna 
hasil aksi 

perubahan 

+ Kementerian/Lembaga di tingkat 
pusat khususnya yang membutuhkan 
hasil aksi perubahan dalam 
penyusuna dan penetapan 
perencanaan nasional sesuai 
kewenangannya masing-masing. 
(Bappenas terkait rencana nasional 
jangka menengah 5 tahun, BKPM 
terkait pengembangan investasi, BIG 
terkait penyediaan peta dasar, dan 



Kemenko Perekonomian terkait 
pemberian bantuan teknis OSS. 

B STAKEHOLDER EKSTERNAL PASIF 

1 Akademisi/per
guruan 
tinggi/praktisi/a
sosiasi profesi 

Pengamat/ 
penyusun 

RDTR  

- Pihak ini tidak secara langsung 
berkepentingan terhadap aksi 
perubahan, namun terhubung dengan 
proses pelaksanaan bimbingan teknis 
melalui pemerintah daerah jika 
daerah bekerjasama dengan pihak-
pihak tersebut dalam melakukan 
penyusunan RDTR. Jika ya, maka 
pihak inilah yang nantinya secara 
teknis dan substantif melakukan 
penyusunan terhadap dokumen 
RDTR dan melakukan perbaikan 
sesuai hasil evaluasi.  

2 Masyaraktat Pihak 
terdampak 

- Masyarakat merupakan pihak yang 
tidak terhubung langsung dengan 
kasi perubahan, namun sebagai 
penerima hasil dari RDTR yang 
disusun. Dalam pelaksanaan 
bimbingan teknis, masyarakat terlibat 
dalam konsultasi publik dan dapat 
menyuarakan kepentingannya 
melalui pemerintah daerah.  

3 Dunia usaha Pihak 
terdampak 

- Dunia usaha ini tidak memiliki 
kepentingan dalam aksi perubahan, 
namun memiliki kepentingan besar 
dalam proses penetapan RDTR, 
ketika ada rencana investasinya yang 
belum terakomodir di rencana tata 
ruang yang ada/berlaku dan 
menunggu RDTR yang sedang 
diproses untuk segera ditetapkan. 
Pihak ini bisa menjadi pihak yang 
mendorong proses namun bisa juga 
menjadi pihak yang “mengganggu” 
proses karena seringkali melapor ke 
Menteri atau melalui pihak lain yang 
lebih berkuasa.   

 

b. Keterkaitan antar Stakeholders 

Hubungan antar stakeholders yang disebutkan di atas, dapat 

digambarkan dalam netmap di bawah ini. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Peta Jejaring Stakeholders (Netmap) 

 

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari netmap di atas adalah: 

§ D\atin merupakan unit yang berada di bawah komando langsung 

Dirjen terkait pemusatan data dan informasi beserta sistem 

aplikasi yang terkait dengan penyampaian dan penyediaan data 

dan informasi. Dalam aksi perubahan, datin bersifat informal. 



§ Pemerintah daerah memiliki hubungan koordinasi yang kuat 

dengan tim inti, baik melalui koordinasi formal maupun informal. 

Koordinasi formal dari tim inti ke pihak eksternal selalu melalui 

Direktur/Dirjen baik koordinasi dengan pemda, maupun K/L. 

Koordinasi informal dilakukan oleh kasubdit dan tim inti dengan 

pemerintah daerah dalam permintaan data dan informasi.  

§ Pemerintah daerah juga mengemban koordinasi dengan banyak 

pihak lain, antara lain dengan masyarakat, dunia usaha, dan 

akademisi/praktisi/asosiasi profesi. Hal ini menunjukkan 

banyaknya pihak yang berkepentingan dengan RDTR.  

§ Investor seringkali menyampaikan aspirasi terkait tata ruang 

secara langsung kepada Ditjen Tata Ruang melalui Dirjen atau 

Direktur. 

§ Relasi dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian 

informasi ini bersifat sporadis, biasanya terjadi pada RDTR yang 

memiliki nilai strategis (ada rencana investasi besar, PSN, dsb). 

 

c. Penilaian Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders 

Berdasarkan hubungan keterkaitan antar stakeholders, dapat 

dikelompokkan stakeholders tersebut ke dalam 4 (empat) kuadran 

yang dibagi berdasarkan kepentingan (interest) dan pengaruh 

(influence) sebagaimana digambarkan dalam kuadran stakeholders 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Pembagian Kuadran Stakeholders Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh 

 

§ Promoters, memiliki kepentingan besar terhadap kegiatan dan juga 

kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau 

menggagalkannya). 

Stakeholders utama pada kegiatan ini adalah Promoters, yang 

membantu pelaksanaan, memiliki kepentingan dan juga berperan 

menentukan keberhasilan, yaitu: Direktur selaku pengarah, 

Kasubdit selaku mentor, Koordinator Jafung di Subdit 

Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II, 

Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang 

Kawasan Daya Dukung Lingungan Wilayah II, Koordinator Jafung 

di Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I, 

Ketua Data dan Informasi, dan Kasubag Tata Usaha, Setditjen; 

serta pemerintan kabupaten/kota. 

Peran promoters yaitu:  

- melibatkan stakeholders lain dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi implementasi aksi perubahan; 

- memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya untuk 

menerapkan aksi perubahan ini; 



- membantu dalam tahap implementasi aksi perubahan. 

Stakeholder di kuadran ini perlu diinformasikan terkait adanya aksi 

perubahan. Perlu dipastikan juga stakeholder pada kuadran ini 

mendukung aksi perubahan sehingga implementasi aksi 

perubahan dapat berjalan dengan baik. 

§ Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan 

dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk 

mempengaruhi kegiatan.  

Kementerian/Lembaga (Bappenas, BIG, BKPM, Kemenko 

Perekonomian) ditempatkan di Defender mengingat bahwa 

mereka memiliki kepentingan terhadap roadmap lokasi bimbingan 

teknis RDTR, namun pengaruhnya terhadap aksi perubahan kecil. 

§ Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, 

bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan. 

Pada kuadran Apathetic, ditempatkan masyarakat dan dunia usaha 

sebagai pengguna RDTR. Seringkali masyarakat dan dunia usaha 

tidak mengetahui dan tidak peduli bahwa sedang dilakukan 

penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR, namun 

aspirasi yang disampaikan masyarakat dan dunia usaha terkait 

data dan informasi progress penyusunan RDTR akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam aksi perubahan. 

§ Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam 

kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi 

kegiatan jika mereka menjadi tertarik. Akademisi, praktisi 

perencana dan asosiasi profesi ditempatkan di kuadran Latents 

karena secara khusus memang tidak memiliki kepentingan dalam 

proses aksi perubahan. Namun jika pemerintah kabupaten/kota 

dalam melakukan penyusunan RDTR bekerjasama dengan salah 

satu pihak ini, maka pihak-pihak ini dapat bergeser ke promoter 

sebagai satu kesatuan dengan pemeritah kabupaten/kota. 

Dari hasil identifikasi stakeholders, roadmap lokasi bimbingan teknis 

RDTR menjadi inovasi yang sangat penting mengingat banyaknya 

pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RDTR yang jika tidak di-



manage dengan baik akan mengakibatkan kekacauan koordinasi dan 

komunikasi. 

 

2) Anggaran, untuk pelaksanaan aksi perubahan khususnya pelaksanaan 

rapat dapat bersumber dari kegiatan swakelola di Subdit Perencanaan 

Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II yaitu kegiatan 

Bimbingan Teknis RDTR di Wilayah II. 

3) Sarana dan prasarana, untuk kebutuhan inovasi yang memerlukan 

pembaharuan data dan informasi ke seluruh kabupaten/kota di Wilayah II 

secara cepat, dan penggunaan sistem prioritisasi yang bersifat digital, 

untuk itu tersedia ketersediaan sarana dan prasana seperti laptop, printer, 

perangkat komputer dan jaringan internet.  

 

C. Secara teknis, penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR ini 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan meskipun masih 

dalam kondisi Pandemi Covid-19. Pembaharuan data dan informasi oleh 

daerah akan dilakukan secara elektronik, dan untuk rapat koordinasi yang 

dilakukan secara offline maka akan mentaati protokol kesehatan. 

D. Dari aspek regulasi, terdapat dasar hukum atau aturan yang 

memungkinkan aksi perubahan ini dilakukan. Aksi perubahan ini 

mendukung terjadinya percepatan dalam penyelesaian RDTR yang  

merupakan target Rencana Strategi baik di level Kementerian ATR/BPN 

maupun di level Ditjen Tata Ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
STRATEGI MENGATASI MASALAH 

 

 
IV.1 Terobosan Inovasi 

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dan masalah, analisis masalah 

dengan menggunakan fishbone diagram sampai dengan menemukan akar 

masalah dan solusinya, serta setelah dilakukan kelayakan inovasi, maka inovasi 

yang terpilih untuk dilaksanakan adalah “Penyusunan Roadmap Lokasi 

Bimbingan Teknbnis RDTR”.  
Berikut adalah rancangan terobosan dengan menggunakan model canvas. 

Kanvas inovasi adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual 

chart yang terdiri dari 9 (sembilan) elemen dasar dan 4 (empat) elemen 

tambahan dari LAN. Komponen tersebut adalah : 1) Target Klien; 2) Hubungan 

klien; 3) Pelayanan; 4) Nilai yang ditawarkan; 5) Kegiatan Utama; 6) Sumber 

daya; 7) Mitra Kerja; 8) Unsur Biaya; 9) Imbalan; 10) Resiko; 11) Legalitas; 12) 

Akuntabilitas; dan 13) Sustainabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Canvas Inovasi Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR 
 



Pada kanvas inovasi tersebut dapat dilihat bahwa: 

1) Aksi perubahan ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh target klien, 

yaitu:  Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga.  

2) Hubungan antara klien dengan pemberi layanan yaitu dalam bentuk kerja 

sama, sinergi (interaksi yang mendatangkan nilai manfaat yang kebih 

besar), terintegrasi (pembauran segala kepentingan menjadi kesatuan untuk 

pemenuhan RDTR), dan kolaborasi (penggunaan teknologi berbasis web 

yang digunakan bersama dengan klien). 

3) Nilai yang ditawarkan dalam aksi perubahan ini adalah: terbaharukannya 

data dan informasi, efektivitas dalam penyusunan rencana, tepat sasaran 

dalam perencanaan, dan kejelasan dalam perencanaan. 

4) Untuk kegiatan utama yang dilakukan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap 

besar yaitu : 

§ Pembaharuan database progress penyusunan RDTR di daerah.  

Menuju pembaharuan database ini perlu disusun terlebih dahulu kriteria 

pemberian bimbingan teknis RDTR, list data dan informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui proggress penyusunan RDTR di daerah. 

Setelah itu form isian yang sudah memuat semua kriteria dan kebutuhan 

data disajikan dalam bentuk teknologi berbasis web yang dapat diisi oleh 

pemerintah daerah kapanpun dan dimanapun. 

§ Penyusunan roadmap melalui penggunaan sistem prioritisasi. 

Sebelum penyusunan roadmap dilakukan, terlebih dahulu perlu 

penginputan dan pengolahan data dan informasi ke dalam sistem 

aplikasi prioritisasi. Dengan sistem aplikasi tersebut maka dihasilkan 

roadmap lokasi bimbingna teknis RDTR 2022-2024 sesuai kriteria yang 

telah disusun, dengan mengacu pada progress penyusunan yang 

sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.  

5) Mitra kerja yang terlibat dalam akssi perubahan adalah Direkotrat Binda I 

dan Binda II, Setditjen selaku perencana program di lingkungan DJTR, Datin 

DJTR, Dinas PUPR atau dinas yang membidangi tata ruang di tingkat 

kabupaten/kota.  

 

 

 



6) Jenis pelayanan yang diberikan yaitu : 

§ Pembaharuan data dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam hal ini PUPR yang membidangi tata ruang, melalui 

teknologi berbasis web 

§ Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam rangka penyamaan 

persepsi dan pembaharuan data dan informasi, sekaligus memberikan 

pemahaman kepada pemerintah daerah terkait tujuan dan manfaat 

pembaharuan data dan informasi progress penyusunan RDTR. 

7) Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini 

adalah: 

a. Dukungan Pimpinan 

Penyusunan roadmap tentunya membutuhkan dukungan penuh  dari 

pimp[inan khususnya dalam implementasi roqadmap dimana pimpinan 

berperan dalam melakukan approval usulan yang menjadi target 

bimbingan teknis. Kepemimpinan yang mampu membangun komitmen 

bersama, memotivasi dan memberikan contoh (menjadi role model) 

merupakan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan. 

b. Dukungan dan komitmen Tim Pelaksana 

Tim pelaksana merupakan unsur yang paling penting dalam aksi 

perubahan ini, karena merupakan tim penyusun dan  pengolah data. 

Penyepakatan tujuan dan manfaat serta pembangunan komitmen 

sangat diperlukan sebagai kunci awal untuk memperoleh dukungan. 

Selanjutnya hasil aksi perubahan perlu disosialisasikan dan 

diinternalisasikan sehingga tidak mengalami hambatan dan kendala 

yang berarti saat aksi perubahan tersebut diimplementasikan. 

c. Keterlibatan dan komitmen pemerintah daerah 

Respon dan keterlibatan dari pemerintah daerah dangat berpengaruh 

pada keberhasilan aksi perubahan. 

d. Anggaran 

Aksi perubahan ini membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi dalam kantor. Anggaran tersedia pada kegiatan 

swakelola Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR di Wilayah II.  

 

 



e. Teknologi berbasis web dan sistem/aplikasi 

Penggunaan optimal teknologi berbasis web merupakan bentuk dari 

pemanfaatn sumberdaya yang ada. Sedangkan untuk teknologi sistem 

aplikasi prioritisasi pun akan diupayakan menggunakan software atau 

sistem aplikasi yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Contoh penggunaan teknologi berbasis web melalui google form 

 

Penggunaan sistem aplikasi yang sudah ada (software atau google) 

dengan tujuan utama untuk memudahkan proses prioritisasi pemberian 

bimbingan teknis. Pada dasarnya alur kerja sistem prioritisasi adalah 

sebagai berikut: 

§ Inputnya berupa kriteria yang disusun untuk menentukan prioritisasi 

untuk tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3 (2022 – 2024), dan 

berupa data dan informasi terkait progress penyusunan RDTR.  

§ Prosesnya yaitu dilakukan penginputan data dan informasi yang 

memuat progress penyusunan RDTR ke dalam sistem prioritisasi. 

Sistem ini diharapkan dapat secara otomatis memprioritaskan 

lokasi-lokasi RDTR tersebut sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.  

§ Outputnya tersusun roadmap pemberian bimbingan teknis 2022-

2024, memuat lokasi-lokasi RDTR yang sudah dipilah 

menggunakan sistem prioriitisasi. 

 

 



Alur kerja sistem prioritisasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Alur kerja Sistem Prioritisasi Lokasi Bimbingan Teknis 

Gambar 10. Alur Kerja Sistem Prioritisasi Lokasi Bimbingan Teknis 

 

f. Risiko yang perlu diperhitungkan adalah terkait: 

§ Keterbatasan infrastruktur di daerah untuk merespon pembaharuan 

data dan informasi secara elektronik, tergantung dari jenis gadget 

yang digunakan dan jaringan internet di daerah masing-masing. 

§ Permintaan pembaharuan data dan informasi tidak direspon oleh 

daerah. Mengingat aksi perubahan ini akan melibatkan 229 

pemerintah kabupaten/kota, maka kekhawatiran ini menjadi cukup 

beralasan. 

§ Tidak ditemukannya sistem aplikasi prioritisasi yang mendukung aksi 

perubahan. Diutamakan ais perubahan ini akan menggunakan sistem 

aplikasi yang sudah ada, namun apabila di kemudian hari tidak 

ditemukan sistem aplikasi priroritisasi yang dimaksud, maka akan 

diciptakan sistem sederhana untuk menjawab kebutuhan prioritisasi 

rencana aksi perubahan ini.  

g. Aksi perubahan merupakan pelayanan tanpa biaya dari klien, namun 

sebagai imbalan adalah nilai yang didapat sangat besar yaitu 

penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi efektif 

dan efisien. 

h. Dari aspek legalitas, maka aksi perubahan sejalan dengan peraturan 

perundangan yang ada, antara lain: UU 26/ 2007 tentang Penataan 

Ruang, PP 21/2021  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 

Permen ATR/Ka BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Tahun 2020-2024. 

i. Dari aspek akuntabilitas, diperoleh: 

§ data dan informasi terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan, 

dimana pembaharuan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah 

dan data yang disampaikan tentunya yang termutakhir/terkini 

§ penyusunan roadmap terukur dengan memperhatikan kriteria 

pemberian bimbingan teknis dan didasarkan dengan progress 

penyusunan RDTR yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

j. Sedangkan dari aspek sustainabilitas, keberlanjutan yang dijaga 

adalah: 

§ termutakhirnya data dan ifnromasi, diharapkan daerah dapat secara 

rutin melakukan pembaharuan sesuai dengan progress yang tengah 

dijalani,  

§ efektivitas dan efisiensi, diharapkan dengan aksi perubahan 

mempermudah melakukan perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang tepat sasaran sesuai dengan sumber daya yang 

tersedia. 

 

Inovasi pada aksi perubahan ini sangat dibutuhkan oleh Direktorat Bina 

Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, bahkan dalam lingkup yang lebih 

besar yaitu Direktorat Jenderal Tata Ruang, dalam hal meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Selama ini 

pemilihan lokasi dilakukan secara sporadis dan tidak terencana, dengan aksi 

perubahan ini maka akan tersusun roadmap lokasi bimbingan teknis 

berdasarkan tingkat prioritas hingga tahun 2024 dengan mengacu pada kriteria 

pemberian bimbingan teknis yang didasarkan pada progress penyusunan 

RDTR. 

 

IV.2 Hasil Inovasi 
Hasil inovasi, dilihat dari jangka waktunya: 

§ Jangka pendek (output) 

Pada masa implementasi aksi perubahan selama 2 (dua) bulan (jangka 

pendek), yang akan dihasilkan adalah penyusunan roadmap lokasi bimbingan 



teknis RDTR di Direktorat Binda II, yang meliputi progress penyusunan RDTR 

di 229 kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, 

Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. 

§ Jangka menengah (outcome) 

Pada masa 1 (satu) tahun pertama diharapkan roadmap lokasi bimbingan 

teknis RDTR ini dapat diimplementasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis 

Penyusunan RDTR di Direktorat Binda II. Pemberian bimbingan teknis 

kepada pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan secara merata dan 

terencana sesuai dengan roadmap yang telah disusun.  

§ Jangka panjang (impact) 

Dimungkinkan dapat dilaksanakan menerus hingga tahun 2024, tentunya 

disesuaikan dengan anggaran dan sumber daya manusianya. Pada jangka 

panjang diharapkan pemenuhan kebutuhan RDTR dapat tercapai untuk 

mendukung sistem OSS dan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.  

Untuk lebih jelasnya rancangan rencana aksi dalam jangka pendek, dan 

tindak lanjutnya pada jangka menengah dan jangk apanjang dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 

Tabel 6. Rencana Aksi dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.3 Manfaat Inovasi 
Inovasi yang digagas ini memiliki berbagai manfaat, dimana manfaat Aksi 

Perubahan yaitu: 

A. Manfaat bagi unit kerja (Direktorat Bina Perencanaan Penataan Ruang 

Daerah Wilayah II) : 

1) Memudahkan pemantauan terhadap progress penyusunan RDTR 

2) Memudahkan penyusunan perencanaan dan kebijakan terkait percepatan 

penyusunan RDTR 

3) Mempermudah penetapan target lokasi pembinaan penyusunan RDTR 

(cepat dalam penentuan lokasi dan lokasi tepat sasaran) untuk 

percepatan penyelesaian RDTR. 

4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

bimbingan teknis. 

5) Aksi perubahan yang dihasilkan dapat menjadi replikasi untuk Direktorat 

Binda I dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan bimbingan 

teknis. 

6) Muatan data dan informasi hasil aksi perubahan dapat menjadi masukan 

untuk pembaharuan aplikasi protaru yang sudah ada, yang merupakan 

sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian 

rencana tata ruang.  

7) Dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja untuk mdikembangkan menjadi 

roadmap yang tidak hanya memuat RDTR yang akan diberikan bimbingan 

teknis, namun juga memuat RDTR yang akan diberikan bantuan teknis 

dan RDTR yang berpotensi dijadikan target fasilitasi persetujuan 

substansi. 

B. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan 

1) Mendorong RDTR yang sedang disusun pemerintah daerah untuk dapat 

segera menuju proses penetapan RDTR, sehingga daerah dapat memiliki 

acauan dalam pemberian perizinan dan pemanfaatan ruang.  

2) Menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk perencanaan nasional, baik 

oleh Bappenas (terkait rencana nasional jangka menengah 5 tahun, 

BKPM (terkait pengembangan investasi), BIG (terkait penyediaan peta 

dasar 1:5.000), dan Kemenko Perekonomian (terkait lokasi yang akan 

diberikan bantuan teknis OSS). Selain itu untuk dukungan 



Kementerian/Lembaga terkait RDTR yang sedang disusun (antara lain 

untuk penyiapan peta dasar, dll). 

 

IV.4 PEMANFAATAN SUMBER DAYA 
A. Tim Efektif 

Kemampuan dan kualifikasi ASN sangat mendukung aksi perubahan ini. 

Tim efektif dalam aksi perubahan ini adalah Direktur, Kasubdit, Koordinator 

Jafung dan Staf. Uraian posisi dan tugas tim efektif digambarkan dalam 

tabel berikut ini 

Tabel 7. Susunan dan Uraian Tugas Tim Efektif 

No Posisi 
Dalam Tim Nama Uraian Tugas 

1 Pengarah  Direktur Binda II 
(DR. Eko Budi 
Kurniawan, ST, M.Sc) 

Memberikan petunjuk dan arahan 
dalam pelaksanaan kegiatan aksi 
perubahan 

2 Mentor Kasubdit Perencanaan 
Detail Tata Ruang 
Kawasan Sosial Budaya 
Wilayah II  
(Budi Santosa, ST, MT) 

• Memantau capaian target dari 
aksi perubahan 

• Memberikan saran, bimbingan 
dan arahan dalam 
pelaksanaan kegiatan aksi 
perubahan 

3 Ketua Tim Koordinator Jafung 
Penata Ruang Muda di 
Subdit Perencanaan 
Detail Tata Ruang 
Kawasan Sosial Budaya 
Wilayah II 
(Dessy Kurnia, ST) 

• Menyusun perencanaan aksi 
perubahan 

• Menyusun strategi 
pelaksanaan aksi perubahan 

• Melakukan pembagian tugas 
dan tanggung jawab anggota 
tim dalam melaksanakan aksi 
perubahan 

• Mengkoordinasikan kerja tim 
• Melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap 
pelaksanaan aksi perubahan 

• Mengendalikan pelaksanaan 
aksi perubahan sehingga 
mencapai target yang 
diharapkan 



No Posisi 
Dalam Tim Nama Uraian Tugas 

4 Sekretaris Staf Sosbud Wilayah II • Membantu ketua tim dalam 
melaksanakan tugas 
kesekretariatan/administrasi 
dalam pelaksanaan aksi 
perubahan 

5 Anggota  • Koordinator Jafung di 
Subdit Perencanaan 
Detail Tata Ruang 
Kawasan Ekonomi 
Wilayah II 

• Koordinator Jafung di 
Subdit Perencanaan 
Detail Tata Ruang 
Kawasan Daya 
Dukung Lingungan 
Wilayah II 

• Koordinator Jafung di 
Subdit Perencanaan 
Tata Ruang Provinsi 
dan Kota Wilayah I 

• Kasubbag Tata 
Usaha Wilayah II 

• Kasubbag Renstra 
dan Kerja Sama. 
Setditjen 

• Menyusun kriteria pemberian 
bimbingan teknis untuk tahun 
pertama dan selanjutya, 

• Menyusun muatan data dan 
informasi yang dibutuhkan 
terkait progress penyusunan 
RDTR 

• Melakukan koordinasi dengan 
pemerintah daerah terkait 
pembaharuan data dan 
informasi  

• Melakukan input dan 
pengolahan data   

• Menyiapkan sistem aplikasi 
yang diperlukaqn untuk 
mendukung pelaksanaan 
kegiatan 

• Melaporkan kepada Ketua Tim 
jika ada kendala dan 
hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan  

Ketua Tim Datin Memberikan konsultasi jika 
ditemukan masalah dalam 
penggunaan sistem aplikasi  

6 Pendukung Staf Sosbud Wilayah II • Melakukan administrasi 
penyerapan anggaran untuk 
kebutuhan pelaksanaan 
kegiatan  

• Melakukan pendokumentasian 
segala berkas/arsip/dokumen 
yang dihasilkan dalam 
pelaksanaan aksi perubahan 

 

 

 



B. Anggaran 
Untuk melakukan implementasi aksi perubahan, dibutuhkan sumber 

daya anggaran khususnya untuk pelaksanaan rapat dan honor tenaga 

input data. Kebutuhan anggaran tersebut dapat dialokasikan dari kegiatan 

Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR di  Wilayah II yang merupakan salah 

satu kegiatan swakelola di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang 

Kawasan Sosial Budaya Wilayah II. Anggaran yang dibutuhkan untuk aksi 

perubahan yaitu  sebesar 16.090.000 (enam belas juta sembilan puluh ribu 

rupiah). Rincian kebutuhan anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencna 

Anggaran Biaya berikut ini. 

 

Tabel 8. Rencana Anggaran Biaya Implementasi Aksi Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.5 Pengendalian Mutu Pekerjaan 
A. Pentahapan/Jadwal Pelaksanaan 

Pentahapan implementasi aksi perubahan mengadopsi prinsip 

manajemen PDCA yaitu Plan – Do – Check – Act yang merupakan suatu 

proses empat langkah penyelesaian masalah dalam pengendalian kualitas 

atau mutu. PDCA dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut: 

1. Perencanaan, kegiatan persiapan mencakup penyiapan SK tim efektif 

dan rapat persiapan tim efektif. 

2. Pelaksanaan, mencakup: 

a. Penyusunan kriteria pemberian bimbingan teknis, agar dapat terpilah 

lokasi RDTR untuk tahun pertama, tahun kedua dst yang diberikan 

bimbingan teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

b. Penyusunan muatan data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

pemberian bimbingan teknis,  

c. Penyampaian dan pengisian data dan informasi oleh pemerintah 

daerah terkait progress penyusunan RDTR  melalui google form. 

Data dan informasi ini menjadi database yang terbaharukan, dilihat 

dari kelengkapan muatan dan kemutakhirannya. 

d. Penyiapan sistem aplikasi prioritisasi lokasi yang akan diberikan 

bimbingan teknis.  

e. Penginputan data dan informasi terkait progress penyusunan RDTR. 

f. Pengolahan data menggunakan sistem aplikasi prioritisasi 

bimbingan teknis RDTR 

g.  Penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR sesuai 

prioritisasinya. 

3. Evaluasi, dilakukan rapat evaluasi untuk mengetahui rekomendasi 

roadmap yang dihasilkan. Pada tahap ini dilakukan pula pelaporan yaitu 

penuangan hasil dan dokumentasi kegiatan ke dalam naskah laporan 

aksi perubahan. Hasil dari evaluasi juga dituangkan di laporan menjadi 

bahan untuk tindak lanjut aksi perubahan pada jangka menengah.  

 

Sesuai dengan pentahapan tersebut, dalam waktu 2 (dua) bulan perlu 

dilakukan penjadwalan sehingga target output jangka pendek dapat 



tercapai. Implementasi aksi perubahan dilakukan dari tgl 30 April s/d 28 Juni 

2021. Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 9. Jadwal Pelaksanaan  Kegiatan Aksi Perubahan 

NO TAHAPAN TARGET 
OUTPUT 

JADWAL KET 

M1 M2* M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9  

I PERSIAPAN            

1 
Penyiapan SK Tim 
Efektif SK Tim Efektif           

2 Rapat persiapan 
tim efektif 

Alur/proses kerja           

Timeline 
pelaksanaan           

Pembagian tugas 
dan tanggung 
jawab 

          

II PELAKSANAAN            

1. 
Rapat penyusunan 
kriteria dan muatan 
database 

Kriteria dan form 
isian 

          

2. 
Rapat koordinasi 
dengan pemerintah 
daerah 

Penyampaian 
form isian 
progress 
penyusunan 
RDTR 

          

3. Penyiapan sistem 
aplikasi prioritisasi 

Sistem aplikasi 
prioritisasi yang 
siap digunakan 

          

4. Inventarisasi hasil 
isian form 

Form yang telah 
diisi oleh daerah           

5. 

Input data yang 
terbaharukan ke 
sistem aplikasi 
prioritisasi 

Data yang 
terinput ke dalam 
sistem 

          

6. 
Pengolahan data 
pada sistem 
aplikasi prioritisasi 

Roadmap bimtek 
RDTR           

III EVALUASI            

1. 
Rapat Evaluasi 
roadmap lokasi 
bimtek RDTR 

Rekomendasi           

2. 

Penyusunan 
laporan dan 
dokumentasi 
proses (video, foto) 

Laporan Aksi 
Perubahan           

*) Libur Idul Fitri 



B. Risiko/Potensi Masalah 
Dalam implementasi aksi perubahan, tentunya terdapat unsur risiko 

atau potensi masalah yang mungkin terjadi baik dari faktor teknis maupun 

non teknis, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 10. Risiko/Potensi Masalah dalam Implementasi Aksi Perubahan 
dan Antisipasinya 

NO RISIKO/POTENSI 
MASALAH ANTISIPASI 

1 Keterlambatan progress 
secara keseluruhan 
 
 

§ Menyusun alur/proses kerja dengan 
sesempurna mungkin di tahap awal, 
disepakati oleh mentor (kasubdit) dan 
disetujui oleh direktur sehingga tidak 
berubah secara signifikan di tengah 
proses. 

§ Penulis selaku ketua tim perlu membuat 
lembar kendali pekerjaan yang berisi 
tahapan dan timeline pekerjaan yang 
dipantau secara rutin terhadap progress 
pekerjaan. Lembar kendali ini dapat juga 
menggunakan aplikasi task 
management/to-do list bebas yang ada di 
mobilephone untuk memudahkan dalam 
memantau durasi.   

2 Kesibukan tim dalam 
melakukan tugas rutin dan 
mengejar target yang 
menjadi kebijakan unit kerja. 

Melakukan komunikasi dan diskusi melalui 
virtual atau whatsapp, yang dapat dilakukan 
kapan saja dan dimana saja. 

3 Kebutuhan waktu untuk 
pembaharuan database 
dimana target responden 
yaitu meliputi 229 
pemerintah 
kabupaten/kota 

§ Perlu dilakukan koordinasi dan 
penyamaan persepsi kepada semua 
pemerintah daerah sehingga 
respon/tindak lanjut untuk pembaharuan 
database berlangsung lancar dan 
lengkap.  

§ Akan menggunakan data yang tersedia, 
namun tetap berkomunikasi dengan 
daerah dan memberikan pemahaman 
bahwa dengan data yang tidak 
termutakhirkan atau tidak lengkap, maka 
akan mempengaruhi skala prioritisaasi 
pemberian bimbingan teknis. 



4 Keterbatasan 
infrastruktur di daerah 
dalam merespon 
pembaharuan data dan 
informasi secara 
elektronik (jenis gadget, 
jaringan internet di 
daerah masing-masing) 

Kemungkinan akan lama atau tidak 
lengkapnya data yang diterima, untuk itu 
sejak awal perlu segera dikomunikasikan 
dengan pemerintah daerah untuk 
pembaharuan database ini. 

5 Tidak ditemukannya 
sistem aplikasi prioritisasi  

Akan diciptakan sistem sederhana untuk 
menjawab kebutuhan prioritisasi 
rencana aksi perubahan ini. 

6 Penerimaan yang rendah 
dari pemda karena 
keterbatasan SDM dan 
infrastruktur di daerah.  

Terkait hal ini perlu adanya pemberian 
pemahaman dari level pimpinan kepada 
pemda akan manfaat dari aksi perubahan ini.  

 
Dengan adanya identifikasi potensi masalah, diharapkan pada saat 

implementasi aksi perubahan, ketika masalah terjadi dapat segera diatasi 

sehingga tidak menghambat tercapainya target dalam aksi perubahan. 

 

IV.6 SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR 
Standar Operasional Prosedur memuat proses tahapan penyusunan 

roadmap, berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan aktor yang 

berperan dalam kegiatan. SOP ini menjadi panduan untuk memastikan kegiatan 

berjalan dengan lancar, konsisten, standar dan sistematis. 

SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR dpat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
LAPORAN AKSI PERUBAHAN 

 

 
V.1 Deskripsi Proses Kepemimpinan 

A. Membangun Integritas 
Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekat yang mulia. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau 

keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi 

dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan 

menurut Wikipedia, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak 

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi 

antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan 

sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari 

integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan 

“mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, 

keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). 

 

Dalam penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR, semua pihak 

yang terlibat di dalam pelayanan tersebut, mulai dari tenaga ahli dan staf 

ASN, pejabat pengawas sampai dengan pejabat pimpinan tinggi madya 

yang akan menyetujui pelaksanaan bimbingan teknis, dituntut untuk 

memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan yang 

diberikan, khususnya dikaitkan dengan kemungkinan adanya 

ketidakmerataan pemberian bimbingan teknis.   

Pembangunan integritas diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Integritas seluruh 

personil dalam tim menjadi kunci utama dalam pencapaian target tersebut.  

Pembangunan integritas di lingkungan Subdit Perencanaan Detail Tata 

Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II dilakukan antara lain dengan: 

a. Membangun komitmen bersama mengenai tujuan dan target-target 

yang hendak dicapai pada jangka waktu tertentu dan memberikan 



kesempatan beropini kepada staf terkait strategi dan cara-cara 

pencapaiannya. Diskusi ini dilakukan saat rapat-rapat internal subdit. 

Salah satu rapat penetapan target-target pekerjaan dilakukan pada saat 

rapat eprsiapan dan penyusunan roadmap. Dokumentasi rapat 

sebagaimana terlampir pada Lampiran II. 

b. Berani mengambil risiko atas hasil pekerjaan, dan kesalahan atas hasil 

kerja untuk mengevaluasi diri dengan cara mengakui kesalahan, 

meminta maaf, dan memperbaiki diri. Ini tercermin saat terjadi 

kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, staf berusaha memperbaiki 

pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 

c. Bersikap objektif, dimana dalam melaksanakan pekerjaan Tim 

memberikan sebuah penilaian berdasarkan ukuran-ukuran atau kriteria 

yang telah ditetapkan dengan didukung data dan fakta.  

d. Menerapkan sistem reward untuk staf yang memiliki performa sangat 

baik, tidak hanya dalam bentuk ucapan selamat atau terima kasih, 

melainkan dalam bentuk hadiah. Reward ini dapat menjadi pemicu untuk 

staf lain berkinerja lebih baik. Sebaliknya, bagi yang berkinerja kurang 

baik, tidak serta merta diberikan punishment melainkan pembinaan dan 

pendampingan lebih intensif agar staf bersangkutan dapat berkinerja 

lebih baik. Punishment hanya diberikan kepada staf yang melanggar 

aturan-aturan prinsip yang telah ditetapkan organisasi seperti 

melakukan pungutan liar, korupsi, menerima gratifikasi, dsb, dan 

punishment yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh instansi 

Kementerian ATR/BPN.   

e. Membangun komunikasi yang baik dengan dan antar staf. Komunikasi 

yang baik merupakan jembatan untuk mengetahui karakter dan 

kepribadian satu sama lain termasuk integritas. Komunikasi yang perlu 

dibangun tidak hanya dalam hal-hal terkait pekerjaan, melainkan juga 

terkait latar belakang, kehidupan pribadi (tentunya yang tidak melanggar 

privasi), dan topik-topik yang disukai bersama. Komunikasi di luar 

pekerjaan dapat dibangun saat makan siang bersama atau kesempatan 

lain di luar jam kerja.   

f. Memberikan contoh dan teladan kepada staf dalam hal transparansi, 

keterbukaan, kejujuran dan kerja ikhlas, antara lain dalam bentuk: 



1. kondisi di ruangan memang terbuka antara kasi/koordinator dengan 

staf, ini mencontohkan keterbukaan dan transparansi, tidak ada yang 

ditutup-tutupi.  

2. tidak segan-segan untuk menangani bersama pekerjaan-pekerjaan 

detail, memperbaiki pekerjaan yang dilakukan staf sehingga staf 

dapat melalukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik ke depannya.   

3. berbaik sangka dan saling menghargai, agar tercipta lingkungan 

kerja yang kondusif. 

 

B. Pengelolaan Budaya Layanan 
Seluruh instansi pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, ASN yang 

bekerja di dalamnya merupakan pelayan/abdi masyarakat.  

Menjadi bagian dari instansi yang memberikan pelayanan publik secara 

langsung kepada masyarakat, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang 

Daerah Wilayah II yang juga mengemban salah satu fungsi pelayanan 

publik yaitu peberian bimbingan teknis, perlu menerapkan dan menjunjung 

tinggi budaya pelayanan prima. 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “service of excellent” 

yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan 

terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki 

oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi yang 

memberikan pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka 

pelayanan disebut prima jika dapat atau mampu memuaskan pihak yang 

dilayani, atau sesuai dengan harapan pelanggan. 

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, sebagaimana dijelaskan 

dalam Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan dilaksanakan. 

2. Kejelasan, yaitu terkait persyaratan teknis dan administratif, unit kerja 

yang bertanggungajawab dan rincian biaya pelayanan publik serta tata 

cara pembayaran. 



3. Kepastian waktu, yaitu bahwa pelaksaan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan  

4. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat 

dan sah. 

5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum 

6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika 

8. Kemudahan akses yaitu terkait tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan 

dapat memanfaatkan teknologi dan informatika 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu terkait sikap disiplin, 

sopan dan santun, ramah dari pemberi pelayanan serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas.  

10. Kenyamanan yaitu terkait lingkungan pelayanan yang tertib, teratur 

serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung layanan.  

 

Sesuai dengan Kepmen ATR/Kepala BPN No. 115/SK-OT.02/V/2020 

tentang Nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, nilai-nilai organisasi dalam rangka mencapai budaya pelayanan 

prima adalah Melayani, Profesional dan Terpercaya. Melayani bermakna 

berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi 

kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Profesional bermakna 

berdedikasi, memiliki komitmen dan akuntabel, senantiasa meningkatkan 

kompetensi untuk menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan 

teknologi. 

Terpercaya yaitu berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar, 

memegang teguh kode etik, amanah jabatan serta prinsip moral, sehingga 

menghasilkan kinerja yang handal dan berkualitas.    



Untuk dapat membangun budaya pelayanan prima yang sesuai dengan 

nilai-nilai organisasi di Kementerian ATR/BPN, penulis selaku pejabat 

pengawas membangun budaya pelayanan di unit Subdit Perencanaan 

Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, dengan 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pegawai yang berkualitas, yang memiliki kompetensi yang memadai 

sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.  

Dalam pelayanan pemberian bimbingan teknis, pegawai yang 

berkualitas diperlukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan 

tepat sasaran dengan memperhatikan kriteria yang berpengaruh dalam 

proses penyusunan RDTR. Kemutakhiran data dan informasi dalam 

menentukan lokasi pemberian bimbingan teknis menjadi hal yang 

penting dalam penentuan lokasi pemberian bimbingan teknis agar tepat 

sasaran.  

2. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang bagi pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan. Komputer dengan spesifikasi yang memadai 

beserta kelengkapannya (printer, harddisk eksternal, alat tulis kantor, 

dll), serta jaringan internet yang baik merupakan salah satu kebutuhan 

utama dalam melakukan pekerjaan.  

3. Bertanggung jawab terhadap pelayanan dari awal hingga selesai 

Dalam pelayanan pemberian tugas, pembagian tanggung jawab 

pelayanan oleh pegawai berdasarkan pada kewilayahan. Pegawai 

dibiasakan untuk sharing kesulitan dan hambatan yang dihadapi, dan 

jika ada tugas dengan tenggat waktu yang perlu dipenuhi, 

membiasakan keterlibatan seluruh pegawai untuk menyelesaikan 

tugas tersebut, tidak hanya dibebankan kepada pegawai yang 

bertanggung jawab atas wilayah tersebut. 

4. Melayani secara cepat dan tepat 

Respon cepat merupakan salah satu keunggulan dalam pelayanan 

pemberian bimbingan teknis yang perlu dipelihara dan ditingkatkan. 

Respon cepat terhadap informasi dan komunikasi yang disampaikan 

pemerintah daerah, dapat membangun persepsi positif terhadap 

pemberi layanan. 



5. Komunikasi efektif 

Kemampuan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan pemerintah 

daerah merupakan salah satu kunci dalam membangun database 

progress penyusunan RDTR. Tidak hanya dalam inventarisasi data dan 

informasi saja, tapi juga dalam pelaksanaan bimbingan teknis itu sendiri 

dimana pegawai melakukan evaluasi terhadap dokumen RDTR yang 

disusun oleh pemerintah daerah. Komunikasi dilakukan secara 

langsung (lisan), tertulis maupun daring.  

Untuk membangun komunikasi efektif, diingatkan kepada pegawai 

untuk menunjukkan sikap hormat saat berkomunikasi, apalagi seringkali 

narahubung dari pemerintah daerah adalah pejabat daerah mulai dari 

eselon IV s.d. eselon III.  

Selain itu, dalam berkomunikasi efektif, diperlukan juga empati dan 

kepedulian terhadap harapan dan kebutuhan pemerintah daerah 

misalnya dalam hal usulan untuk diberikan bimbingan teknis. Jika 

terdapat keluhan atau komplain sehubungan dengan pelayanan, 

pejabat pengawas perlu secara langsung menjelaskan kondisi yang 

ada kepada pemerintah daerah, atau dalam bentuk tertulis (surat) jika 

diperlukan. Dengan berempati dan menunjukkan sikap peduli, 

komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi tidak kaku dan tidak 

hanya sebatas hubungan pelanggan-pemberi layanan, namun bisa 

sama-sama saling memahami dan memaklumi. 

6. Wawasan dan pengetahuan 

Aspek ini erat kaitannya dengan kualitas pegawai. Pegawai yang 

berkualitas dalam memberikan layanan salah satu cirinya adalah 

memiliki kompetensi, wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan 

bidang layanannya, sehingga menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan.  

7. Memahami kebutuhan pelanggan (pemerintah daerah)  

Memahami kebutuhan pelanggan merupakan langkah awal untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk dapat memahami 

kebutuhan pelanggan maka perlu dilakukan komunikasi yang baik dan 

efektif dengan pelanggan, yang didasari empati dan kepedulian.  

 



C. Pengelolaan Tim 
Dalam implementasi aksi perubahan, dibentuk tim efektif melalui SK yang 

ditandatangani oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Wilayah II. Tim penyusun roadmap melibatkan stakeholder yang berada 

pada kuadran promotor. Susunan tim secara rinci sebagaimana terlampir 

pada Lampiran I.  

Untuk membangun tim efektif, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, 

yaitu:  

1. Menetapkan dan menyepakati tujuan yang hendak dicapai 

Selama masa implementasi aksi perubahan, tujuan yang disepakati 

untuk dicapai adalah inventarisasi dan input data dan informasi, yang 

meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah II.  

2. Menentukan pembagian tugas yang berorientasi pada pencapaian 

tujuan 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati, dilakukan 

pembagian tugas inventariasasi dan input data dan informasi, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 11. Pembagian Tugas Inventarisasi Data dan Informasi 
Progress Penyusunan RDTR di Wilayah II 

 

NO Wilayah 
PENANGGUNG 

JAWAB  
(Tenaga Ahli) 

PENDAMPING/ 
ADVISOR (Staf 

ASN) 
1 Pulau Kalimantan 

(Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, 
Klaimantan Timur, 
Kalimantan Utara) 

§ Ismi Rahmawati 
§ Sulistyaningrum 

Noviari 

Dian Rizky Eko 
Priyani 

2 Pulau Sulawesi (Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, 
Sulawesi tengah, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, 
Sulawesi Utara) 

§ Dini Ramanda Putri 
§ Sofia Azmi 
§ Shabrina Ghaisani 

Novi 
Sulistyaningsih 

3 Pulau Nusa Tenggara, 
Maluku, dan Papua 

§ Aditya Pradana 
§ Anisa Hapsari 

Kusumastuti 

Andhika Pradana 



NO Wilayah 
PENANGGUNG 

JAWAB  
(Tenaga Ahli) 

PENDAMPING/ 
ADVISOR (Staf 

ASN) 
(Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur, 
Maluku Utara, Maluku, 
Papua Barat, Papua) 

§ Noor Ulfati Fatimah 
§ Aldino Aditya 

Damef 

4 Input Data dan Informasi Ifah dan Azrul Kasubag Tata 
Usaha 

 

Pembagian tugas tersebut di atas mempertimbangkan kewilayahan dan 

pemerataan beban kerja. Inventarisasi data dan informasi tidak lepas 

dari hasil rapat koordinasi denga pemerintah daerah pada tanggal 17-19 

Maret 2021, dimana bersama dengan Subdit Perencanaan Detail Tata 

Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II dan Subdit Perencanaan Detail 

Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II bersama 

melakukan inventarisasi data dan informasi. 

3. Kompetensi anggota tim 

Seluruh tenaga ahli di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 

Sosial Budaya Wilayah II memahami data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk mengetahui progress penyusunan RDTR di daerah, 

dan semua terlibat dalam proses inventarisasi data dan informasi. Untuk 

mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas perlu 

memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada, selain itu dilakukan 

diskusi, pemahaman terhadap peraturan perundangan, yang pada 

akhirnya untuk meningkatkan wawasan dan keahlian pegawai. 

4. Memiliki Komitmen Bersama 

Komitmen dibentuk dan dibangun dari tujuan yang akan dicapai. 

Penetapan lokasi bimbingan teknis RDTR dengan menggunakan 

roadmap merupakan hal baru yang perlu diimplementasikan untuk 

mendukung pelaksanaan kerja. Komitmen untuk melaksanakan 

roadmap ini terbangun dengan sendirinya jika setiap pegawai 

memahami tujuan dan manfaat dari hal tersebut.  

5. Membangun iklim kolaborasi yang kondusif  

Pelaksanaan bimbingan teknis RDTR dalam setiap tahapannya 

melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-



masing. Untuk itu diperlukan iklim kolaborasi yang baik dan kondusif 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, baik internal 

maupun eksternal. Pihak internal meliputi seluruh ASN dan tenaga ahli 

yang berada di bawah Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 

Sosial Budaya Wilayah II, sedangkan pihak eksternal terdiri dari Subdit 

Perencanaan Detail Kawasan Ekonomi, Subdit Perencanaan Detail 

Kawasan Daya Dukung Lingkungan, Subbag Tata Usaha, Sekretariat 

Ditjen Tata Ruang, Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah.  

Untuk membangun iklim kolaborasi yang kondusif, perlu penerapan 

beberapa strategi, antara lain: 

a. Komunikasi lisan dan tertulis (melalui whatsapp, email, dll) dengan 

menggunakan bahasa yang baik, tidak memaksa, dll 

b. Saling menghargai fungsi dan peran masing-masing, tidak saling 

merendahkan hasil kerja masing-masing. 

c. Menyelesaikan segala permasalahan, perselisihan dengan sebaik-

baiknya.  

Pada saat pegawai menemui perbedaan pendapat terhadap suatu 

hal terkait hasil inventarisasi data dan informasi yang dilakukan, 

peran pejabat pengawas adalah menengahi dan memutuskan. Jika 

berada di luar kewenangan pejabat pengawas, maka pejabat 

pengawas melaporkan hal tersebut kepada pejabat administrator 

atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk memperoleh arahan. 

6. Memiliki standar kerja yang jelas 

Standar kerja merupakan mutu produk yang dihasilkan oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya. Menjadi peran seorang pejabat 

pengawas untuk menetapkan standar kerja, tentunya dengan 

sepengetahuan dari pegawai yang terlibat di dalamnya.  

Dalam pelaksanaan inventarisasi, data dan informasi yang 

diinventarisasi di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 

Sosial Budaya telah memiliki standar, sesuai dengan kesepakatan antar 

subdit RDTR dan arahan pimpinan walaupun tidak dalam bentuk tertulis. 

Standar tersebut antara lain bahwa inventarisasi yang dilakukan 

terhadap progress penyusunan RDTR mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 



§ Status RDTR  

§ Ketersediaan anggaran dalam APBD 

§ Ketersediaan Tenaga Ahli/staf PWK dan GIS 

§ Ketersediaan materi teknis matek, Raperkada, KLHS, Album Peta, 

Rekomendasi Peta 

§ Penyesuaian yang telah dilakukan terkait Permen 16/2018 dan 

Permen 14/2020 

§ Pemenuhan administrasi Persub RDTR (masih mengacu pada 

Permen ATR/BPN 8/2017) 

§ Progress Legislasi 

§ Tematik kawasan. 

7. Dukungan eksternal 

Dukungan eksternal diperlukan antara lain dalam bentuk anggaran, 

pemenuhan sarana dan prasarana, serta penghargaan terhadap kinerja 

di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya 

Wilayah II. Dukungan eksternal tidak harus berasal dari pihak yang 

berada di luar penyusunan roadmap, melainkan bisa berasal dari pihak-

pihak dalam lingkungan yang dekat seperti Kasubdit, dan Direktur dalam 

bentuk apresiasi terhadap hasil kerja. 

8. Memberikan teladan kepemimpinan yang baik  

Sebagai koordinator Jafung Penatan Ruang di Subdit Perencanaan 

Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, berupaya 

memberikan contoh dan keteladanan yang baik dalam beberapa hal 

antara lain: 

a. Berkomunikasi dengan didasari saling menghargai, baik dengan 

pegawai, pihak eksternal maupun dengan pemerintah daerah 

b. Tidak menunda pekerjaan, ditunjukkan antara lain dengan segera 

memeriksa dan mengkoreksi pekerjaan yang telah dituntaskan 

pegawai.  

c. Tidak segan untuk menangani pekerjaan secara langsung ketika 

staf menangani tugas lain yang sama atau lebih mendesak.  

d. Membangun iklim kerjasama antar pegawai, bukan persaingan. 

Walaupun masing-masing pegawai menangani tugasnya masing-



masing, namun tidak menutup kemungkinan untuk saling membantu 

apabila diperlukan. 

e. Menegur/mengingatkan pegawai ketika melakukan 

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.  

f. Menunjukkan kepedulian dan empati kepada pegawai di luar urusan 

pekerjaan, misalnya memberikan keringanan kepada pegawai yang 

sedang sakit, hamil, dsb. 

 

V.2 Deskripsi Hasil Kepemimpinan 
A. Capaian Tahapan Inovasi 

Dalam implementasi aksi perubahan, terdapat beberapa tahapan 

pelaksanaan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut adalah 

timeline realisasi pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan 

selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 30 April s/d 28 

Juni 2021. 

Tabel 12.  Realisasi Pelaksanaan Aksi Perubahan 

NO TAHAPAN TARGET 
OUTPUT 

JADWAL KET 

M1 M2* M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9  

I PERSIAPAN            

1 Penyiapan SK Tim 
Efektif SK Tim Efektif           

2 
Rapat persiapan 
tim efektif 

Alur/proses kerja           

Timeline 
pelaksanaan           

Pembagian tugas 
dan tanggung 
jawab 

          

II PELAKSANAAN            

1. 
Rapat penyusunan 
kriteria dan muatan 
database 

Kriteria dan form 
isian           

2. 
Rapat koordinasi 
dengan pemerintah 
daerah 

Penyampaian 
form isian 
progress 
penyusunan 
RDTR 

          



3. Penyiapan sistem 
aplikasi prioritisasi 

Sistem aplikasi 
prioritisasi yang 
siap digunakan 

          

4. Inventarisasi hasil 
isian form 

Form yang telah 
diisi oleh daerah 

          

5. 

Input data yang 
terbaharukan ke 
sistem aplikasi 
prioritisasi 

Data yang 
terinput ke dalam 
sistem 

          

6. 
Pengolahan data 
pada sistem 
aplikasi prioritisasi 

Roadmap bimtek 
RDTR 

          

III EVALUASI            

1. 
Evaluasi roadmap 
lokasi bimtek 
RDTR 

Rekomendasi           

2. 

Penyusunan 
laporan dan 
dokumentasi 
proses (video, foto) 

Laporan Aksi 
Perubahan 

          

 

 

Jika dikorelasikan dengan rancangan aksi perubahan, setiap tahapan 

implementasi aksi perubahan tersebut sudah sesuai atau menunjang apa 

yang sudah direncanakan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 13. Kesesuaian dengan Rancangan Aksi Perubahan 

No 
Nama Evidence 

dalam Setiap 
Tahapan 

Selesai Ada dan 
terlampir 

Tidak 
ada 

Kesesuaian 
dengan RAP 

1 Pembentukan 
Tim Efektif 3 Mei 2021 √  Sesuai 

2 Rapat persiapan 7 Mei 2021 √  Sesuai 

3 

Rapat 
Penyusunan 
Kriteria Lokasi 
Bimbingan Teknis 

18 Mei 2021 √  Sesuai 

4 

Rapat Koordinasi 
dengan 
Pemerintah 
Daerah 

7 Juni 2021 √  
Sesuai, namun 
sedikit bergeser 
waktunya 



No 
Nama Evidence 

dalam Setiap 
Tahapan 

Selesai Ada dan 
terlampir 

Tidak 
ada 

Kesesuaian 
dengan RAP 

5 Inventarisasi data 
dan informasi  

13 Juni 
2021 

√  
Sesuai, namun 
sedikit bergeser 
waktunya 

6 Input Data  17 Juni 
2021 √  

Sesuai, namun 
sedikit bergeser 
waktunya 

7 Pengolahan Data 26 Juni 
2021 √  

Sesuai, namun 
sedikit bergeser 
waktunya 

8 Evaluasi hasil 30 Juni 
2021 √  

Sesuai, namun 
sedikit bergeser 
waktunya 

9 Pelaporan 5 Juli 2021 √  
namun sedikit 
bergeser 
waktunya 

 

 

a. Persiapan  

Persiapan implementasi aksi perubahan meliputi: 

1. Penyiapan SK Tim Penyusun Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis 

Rencana Detail Tata Ruang yang melibatkan staf pelaksana 

Kasubbag Renstra dan Kerja Sama, Setidtjen sebagai penyusun 

program/kebijakan Ditjen Tata Ruang. SK tim sebagaimana 

terlampir pada Lampiran I. 

2. Rapat persiapan, untuk membahas alur/proses kerja penyusunan 

roadmap lokasi bimbingan teknis, timeline pelaksanaan, dan 

pembagian tugas dan tanggung jawab. Dokumentasi rapat 

sebagaimana terlampir pada Lampiran II. 

b. Pelaksanaan Aksi Perubahan  

Pelaksanaan aksi perubahan meliputi kegiatan: 

1. Penyusunan muatan database terkait progress penyusunan RDTR 

dalam bentuk form isian. Muatan database progress penyusunan 

RDTR disepakati oleh peserta rapat, dimana sebagian besar 



peserta rapat merupakan pegawai yang mengemban tusi 

pembinaan daerah, baik perwakilan dari Wilayah I maupun di 

Wilayah II. List kelengkapan progress penyusunan RDTR ini 

berangkat dari rakortek yang pernah dilakukan pada tgl 17-19 Maret 

2021. Muatan database atau monitoring data status penyusunan 

RDTR meliputi: 

1) Informasi terkait status RTRW Kabupaten/Kota (No, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perda RTRW, Status RTRW Kab/Kota) 

2) Status RDTR (Nama RDTR, Tahun penyusunan, Luas deliniasi 

BWP) 

3) Pendampingan dari kabupaten/kota (Ketersediaan anggaran 

dalam APBD untuk penyusunan RDTR, Ketersediaan Tenaga 

Ahli/staf PWK dan GIS) 

4) Progress detail 

5) Ketersediaan dokumen: 

a) materi teknis matek (buku faksis, buku rencana, indikasi 

program, peraturan zonasi) 

b) Raperkada 

c) KLHS (dokumen KLHS, validasi KLHS) 

d) Album Peta (CSRT, JPG/PDF, SHP, GCO, ICP, Ortho, 

GDB) 

e) Rekomendasi Peta (BA Peta Dasar, Peta Tematik, Peta 

Rencana) 

6) Kesesuaian dengan Permen 16/2018 dan Permen 14/2020 

7) Tematik Kawasan (ekonomi, sosial budaya, lingkungan) 

a) Kawasan Ekonomi 

§ Merupakan kawasan perkotaan dengan tujuan utama 

ekonomi 

§ Berada di sekitar kawasan Industri 

§ Merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (diluar bidang 

pariwisata) 

§ Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki 

nilai strategis ekonomi (kecuali bidang pariwisata). 

 



b) Kawasan Sosial Budaya 

§ Merupakan kota pusaka  

§ Merupakan kawasan pariwisata 

§ Merupakan lokasi dengan perlindungan nilai adat 

istiadat dan tradisi budaya bangsa 

§ Merupakan kawasan heritage/warisan budaya/nilai-nilai 

bersejarah 

§ Merupakan kawasan yang memiliki keutamaan pada 

nilai sosial budaya masyarakat 

§ Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki 

nilai strategis sosial budaya. 

c) Kawasan Daya Dukung Lingkungan 

§ Berada pada atau dekat kawasan lindung 

§ Berada pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi 

§ Berada pada kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG) 

§ Berada atau di sekitar Kawasan hulu DAS, Kawasan 

karst, kawawsan mangrove, taman nasional, kawasan 

konservasi (cagar alam, suaka ala, dll)  

§ Berada di sekitar Kawasan tambang skala besar 

§ Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki 

nilai strategis daya dukung lingkungan. 

8) Hambatan/Kendala 

9) Pemenuhan administrasi Persub RDTR (masih mengacu pada 

Permen ATR/BPN 8/2017): 

a) Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Kepala 

Daerah 

b) Berita acara pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah dengan Kepala Daerah 

c) Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 

d) Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, 

meliputi: 1). Tabel evaluasi dengan provinsi, 2). Berita Acara 



Pembahasan Forum Tim Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah Provinsi 

e) Surat Penetapan delineasi RDTR oleh Kepala Daerah atau 

Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan 

mengatasnamakan Bupati 

f) Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW dan lampiran 

(dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan 

hardcopy) 

g) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR (dalam 

format softcopy dan hardcopy); 

h) Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy) 

i) Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta 

analisis (dalam format softcopy dan hardcopy) 

j) Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)) : peta 

dasar, peta tematik; dan peta rencana 

k) Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab 

terhadap kualitas Raperkada tentang RDTR 

l) Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 

m) Berita Acara dengan Wilayah yang berbatasan (*apabila 

berbatasan dengan wilayah lain) 

n) Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan 

Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses 

Persetujuan Substansi; dan 

o) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah 

divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

10) Keterangan tanggal rapat lintas sektor dan persetujuan 

substansi 

11) Progress Persyaratan Legislasi: 

a) Sudah/Sedang Menyusun 

b) Proses Rekomendasi Gubernur 

c) Proses Persetujuan Substansi 

d) Pengajuan ke DPRD 



e) Pembahasan dengan DPRD 

f) Persetujuan berdama Bupati – DPRD 

g) Pengajuan Evaluasi Gubernur 

h) Evaluasi Raperkada oleh Provinsi 

i) Evaluasi Kemendagri 

j) SK Hasil Evaluasi Gubernur 

k) Perkada 

12) Contact Person (PIC) Kabupaten/Kota (namaq, Jabatan, 

Instansi, No. HP dan email). 

 

Form isian Data Status Penyusunan RDTR adalah sebagai berikut: 

 



Tabel 14. FORM MONITORING DATA STATUS PENYUSUNAN RDTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengisian pada Link http://bit.ly/ProgresRDTR2  



2. Penyusunan Kriteria Lokasi Bimbingan Teknis 

Kriteria ini disusun agar penentuan lokasi bimbingan teknis 

dilakukan secara terukur. Adapun kriteria yang dihasilkan, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Progress Penyusunan RDTR: 

1) Materi Teknis 

§ Sudah memiliki Draft Materi Teknis (Buku Rencana) yang  

disusun 3 (tiga) tahun terakhir 

2) Ranperkada 

§ Sudah memiliki dokumen Ranperkada 

§ Sedang menyusun dokumen Ranperkada 

3) KLHS 

§ Sudah validasi KLHS 

§ Sudah memiliki dokumen KLHS namun belum validasi 

§ Sedang menyusun dokumen KLHS 

4) Album Peta 

§ Peta Dasar (tahun penyusunan peta maksimal 3 tahun 

terakhir) 

ü Sudah memiliki BA Peta Dasar atau Rekomendasi 

BIG  

ü Sudah memiliki Peta Dasar namun belum 

mendapatkan BA Peta Dasar atau Rekomendasi BIG 

§ Sudah memiliki Peta Tematik  

§ Sudah memiliki Peta Rencana 

b) Ketersediaan Tenaga Teknis Penyusun RDTR (Ahli 

Perencanaan Wilayah dan Kota / Ahli Pemetaan GIS) 

c) Ketersediaan Dana Pendamping 

d) Nilai Strategis Kawasan: 

§ Kawasan yang memiliki nilai strategis (nasioanal, provinsi, 

kabu paten/kota) 

§ Kawasan yang merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan 

(PKW, PKL, PPK). 

 

 



Selain kriteria yang ditetapkan utuk menentukan lokasi bimbingan 

teknis, terdapat pula beberapa keterangan yang diperlukan, namun 

tidak menjadi kriteria dalam penyusunan roadmap ini, yaitu: 

§ Kawasan yang diamanatkan dalam RTRW Kab/Kota (perlu 

identifikasi lebih lanjut terkait wilayah perencanaan yang 

dimaksud apakah masuk dalam kecamatan yang tertuang 

dalam RTRW). 

§ Tematik Kawasan Ekonomi/Sosial Budaya/Daya Dukung 

Lingkungan (ada kemungkinan ditetapkan sesuai justifikasi 

pada masing-masing lokasi). 

  

Penentuan kriteria menggunakan polling atau jajak pendapat, 

dimana yang menjadi responden adalah koordinator di masing-

masing subdit yang menangani penyusunan Recana Detail Tata 

Ruang di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 

II, dan perwakilan dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang 

Daerah Wilayah I. berikut ini merupakan polling/jajak pendapat 

terhadap urutan kriteria yang dianggap paling berpengaruh dalam 

penentuan suatu lokasi untuk diberikan bimbingan teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 11. POLLING / JAJAK PENDAPAT TERKAIT TINGKAT KEPENTINGAN KRITERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polling/jajak pendapat menghasilkan urutan yang berbeda-beda 

dari masing-masing responden. Untuk itu dilakukan pembobotan, 

dimana yang menempatkan kriteria 1 pada urutan 1, memiliki nilai 

bobot 13, sedangkan apabila kriteria 1 ditempatkan pada urutan ke 

2, maka diberikan nilai bobot 12, dst hingga kriteria yang 

ditempatkan pada urutan ke 13 memiliki nilai bobot 1. Begitu 

seterusnya untuk kriteria 2, apabila ditempatkan pada urutan 1, 

maka memiliki nilai bobot 13, dst. Untuk proses penentuan urutan 

kriteria dapat dilihat sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 12. PROSES PENGHITUNGAN POLLING KRITERIA BIMBINGAN TEKNIS 



Dari hasil polling/jajak pendapat, maka dihasilkan kriteria 

pemberian bimbingan teknis, yaitu sebagai berikut: 

1. Materi Teknis 3 Tahun Terakhir 

2. BA Peta Dasar/RekomBIG 

3. Tenaga Pendamping (PWK/Pemetaan/GIS) 

4. Peta Dasar 3 Tahun Terakhir 

5. Validasi KLKHS 

6. Dokumen KLHS 

7. Dana Pendamping 

8. Materi Teknis Lebih Dari 3 Tahun Terakhir 

9. Raperkada 

10. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis (Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota) 

11. Peta Tematik 

12. Kawasan Yang Merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan 

(PKW, PKL, PPK) 

13. Peta Rencana. 

 

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengisian form 

progress penyusunan RDTR. 

Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan secara virtual 

melalui aplikasi zoom. Wilayah II meliputi Pulau Kalimantan, Pulau 

Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, 

dengan total 232 kabupaten/kota, Rincian jumlah kabupaten/kota di 

Wilayah II dapat dilihat pada Tabel. Koordinasi dengan pemerintah 

daerah, dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 secara virtual 

menggunakan aplikasi zoom dengan mengundang 73 

kabupaten/kota untuk mengisi monitoring data status penyusunan 

RDTR. Data ini melengkapi data dan informasi yang telah 

dihasilkan pada saat rakor sebelumnya, sehingga dalam waktu 2 

bulan implementasi diupayakan tersedia data dan informasi yang 

dibutuhkan meliputi 232 kabupaten/kota di Wilayah II. Pemerintah 

daerah diminta mengisi form isian paling lambat tanggal 13 Juni 

2021, dilakukan secara online pada link:  



http://bit.ly/ProgresRDTR2.  

Diberikan pemahaman kepada pemerintah kab/kota bahwa data 

progress penyusunan RDTR ini antara lain akan digunakan untuk 

menyusun roadmap pemberian lokasi bimtek di Wilayah II, dan 

dengan data yang tidak termutakhir atau tidak lengkap, maka akan 

mempengaruhi skala prioritisasi pemberian bombingan teknis. 

Gambar 13. Jumlah Kabupaten dan Kota Di Wilayah II 
(Total terdapat  232 kabupaten/kota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inventarisasi Data  

Form isian dari pemerintah daerah terkait progress penyusunan 

RDTR dapat dilihat pada Tabel Progress Penyusunan RDTR di 

masing-masing provinsi. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15. PROGRESS PENYUSUNAN RDTR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16. PROGRESS PENYUSUNAN RDTR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17. PROGRESS PENYUSUNAN RDTR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18. PROGRESS PENYUSUNAN RDTR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI DILAKUKAN PADA 17 PROVINSI DENGAN TOTAL 668 RDTR 



5. Input dan Pengolahan Data 

Untuk kriteria nilai strategis, Tim melengkapi data dan informasi 

selain bersumber dari pemerintah daerah, juga dengan mencermati 

peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota tersebut, dimana 

perda yang dimaksud dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi 

GISTARU (gistaru.atrbpn.go.id).  Adapun kabupaten/kota yang 

tidak mengisi form isian, maka Tim berupaya mendapatkan data 

dan informasi dari sumber lain, yaitu PROTARU 

(tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru), dengan segala keterbatasan data 

yang disajikan. 

 

Data dan informasi yang didapat dari daerah diinput dan diolah 

dengan menggunakan microsoft excel, yang dapat mengolah data 

dengan tepat tanpa menghilangkan data dan informasi yang 

melekat pada tiap RDTR. Penggunaan sistem prioritisasi lainnya 

seperti JMP Statistical Software hanya mengnhasilkan numeric, 

dan menghilangkan informasi yang melekat pada RDTR tersebut. 

Penggunaan sistem/metoda prioritisasi hanya sebagai tools dalam 

penyusunan roadmap ini.  

Untuk input data dan informasi, data pada setiap variabel harus 

diubah terlebih dahulu/dikuantifikasi menjadi data numerik 

(continuous). Umumnya data dapat berupa nilai 0/1 dengan 0 untuk 

variabel yang tidak terpenuhi dan 1 untuk variabel yang terpenuhi.  

Berikut ini penginputan data yang dilakukan: 

1. MATERI TEKNIS 

1: sudah memiliki draft materi teknis 

0: tidak memiliki draft materi teknis 

2. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR 

1: Draft materi teknis 3 tahun terakhir 

0: Draft eri teknis lebih dari 3 tahun terakhir 

3. RAPERKADA 

1: Sudah memiliki dokumen ranperkada 

0: Sedang/belum menyusun dokumen ranperkada 

 



4. BA PETA DASAR/REKOMBIG 

1: Sudah memiliki BA Peta Dasar atau Rekomensi BIG 

0: Belum memiliki BA Peta Dasar atau Rekomendasi BIG 

5. VALIDASI KLKHS 

1: Sudah validasi KLHS 

0: Belum validasi KLHS 

6. DOKUMEN KLHS 

1: Sudah memiliki dokumen KLHS 

0: Belum memiliki dokumen KLHS 

7. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR 

1: Sudah memiliki Peta Dasar 3 tahun terakhir 

0: Belum memiliki Peta Dasar/Peta Dasar lebih dari 3 tahun terakhir 

8. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS) 

1: Ada 

0: Tidak ada 

9. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, 

PROVINSI, KABUPATEN/KOTA) 

1: Ada 

0: Tidak ada 

10. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT 

PELAYANAN (PKW, PKL, PPK) 

1: Ada 

0: Tidak ada 

11. DANA PENDAMPING 

1: Ada 

0: Tidak ada 

12. PETA TEMATIK 

1: Sudah memiliki Peta Tematik 

0: Belum memiliki Peta Tematik 

13. PETA RENCANA. 

1: Sudah memiliki Peta Rencana 

0: Belum memiliki Peta Rencana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. PROSES INPUT DATA DAN INFORMASI 

TERDAPAT  668 RDT. 
 UNTUK INPUT DATA DAN INFORMASI, 
DATA PADA SETIAP VARIABEL HARUS 
DIUBAH TERLEBIH DAHULU/ 
DIKUANTIFIKASI MENJADI DATA NUMERIK 
(CONTINUOUS). UMUMNYA DATA DAPAT 
BERUPA NILAI 0/1 DENGAN 0 UNTUK 
VARIABEL YANG TIDAK TERPENUHI DAN 1 
UNTUK VARIABEL YANG TERPENUHI.  



Total terdapat 668 RDTR, dan pada tahap input data ini 

ditambahkan pula kolom keterangan lainnya dan selanjutnya 

dilakukan sortir, yaitu: 

§ Keterangan (sudah persub, sudah perda, merupakan bantuan 

teknis pada tahun sebelumnya) 

§ Merupakan bantek OSS (Online Single Submission) 2019-

2020 

§ Merupakan target fasilitasi persetujuan substansi Tahun 2021 
§ Merupakan target bimbingan teknis Tahun 2021. 

 

Penambahan keterangan lainnya ini sangat penting agar RDTR 

yang sudah disusun tersebut tidak teridentifikasi lagi kedalam 

target bimbingan teknis Tahun 2022-2024.  

Sortir dilakukan pula terhadap RDTR yang : 

§  Memiliki nilai tertinggi dan lebih tepat menjadi target 

fasilitasi persetujuan substansi 

§ Belum disusun oleh pemerintah daerah 

§ Tidak ada data dan pemerintah daerah tidak mengisi form 

isian. 

 

Untuk mengetahui nilai terbesar dari data yang sudah terinput, 

maka dilakukan pembobotan, dimana kriteria dengan urutan 

pertama diberikan nilai bobot 13 dan dikalikan dengan nilai 

ketersediaan dokumen (yang memiliki nilia 1 atau 0), kriteria 

dengan urutan kedua diberikan nilai bobot 12 dan dikalikan dengan 

nilai ketersediaan dokumen (yang memiliki nilia 1 atau 0), dan 

seterusnya hingga kriteria terakhir. 

 

Untuk lebih jelasnya proses pengolahan data dapat dilihat pada 

tabel berikut in .



 

 
 

 

 

Tabel 20. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERDAPAT 188 RDTR YANG DAPAT DIBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS UNTUK TAHUN 2022-2024 

Tabel 21. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (2)  



6. Roadmap lokasi bimtek 2021 – 2024 

Dari hasil pengolahan data, maka didapat 188 RDTR yang dapat 

diberikan bimbingan teknis Tahun 2022-2024. Penyajian dalam 

laporan ini membagi 188 RDTR secara merata per tahun yaitu di 

Tahun 2022 sebanyak 62 RDTR, Tahun 2023 sebanyak 63 RDTR, 

dan Tahun 2024 sebanyak 63 RDTR. Lokasi RDTR ini disajikan 

secara berurutan dari nilai yang paling tinggi hingga rendah, dimana 

lokasi RDTR yang memiiki nilai tertinggi, berarti memiliki dokumen 

dan ketersediaan yang lebih lengkap berdasarkan kriteria.  

Roadmap lokasi bimbingan teknis Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat 

pada Tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 22. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 23. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 24. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (3) 
 
 
 



Pemberian Bimbingan Teknis pada 188 RDTR Tahun 2022-2024 ini pada 

implementasinya akan dipengaruhi oleh:  

1) ketersediaan anggaran yang berpengaruh pada volume target per 

tahunnya;   

2) penetapan target per pulau; 

3) pemenuhan target pada masing-masing kawasan tematik; dan 

4) informasi lainnya hasil koordinasi dan updating data dan informasi. 

 
B. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan  

Roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR menghasilkan 188 RDTR RDTR 

yang dapat diprioritaskan secara berurutan dan telah diusulkan sebagai 

target lokasi bimbingan teknis Tahun 2022. Dengan tersusunnya lokasi-

lokasi bimbingan teknis RDTR ini, maka usulan target lokasi bimbingan 

teknis menjadi lebih mudah dan cepat untuk disampaikan kepada Bagian 

Program Setditjen Tata Ruang melalui Subbag Tata Usaha. Semula untuk 

menyampaikan usulan target lokasi bimbingan teknis RDTR memerlukan 

waktu yang cukup lama, tidak terencana, dan terjadi perubahan lokasi 

berkali-kali.  

Jika dibandingkan dengan kondisi pelayanan sebelum dilaksanakannya 

aksi perubahan, terdapat beebrapa perbaikan sebagai berikut: 

 

Tabel 25. Capaian Perbaikan pada Pelayanan Pemberian  

Bimbingan Teknis RDTR 

NO 

INDIKATOR 
PERBAIKAN 
KUALITAS 

PELAYANAN 

SEBELUM INOVASI SESUDAH INOVASI 

1 Kecepatan 

pelaksanaan 

pekerjaan dalam 

menetapkan target 

bimtek RDTR 

Proses kerja memakan waktu 

yang cukup lama dan 

memerlukan koordinasi baik 

internal (antar subdit yang 

menangani RDTR) dan 

ekternal (pemerintah daerah) 

cukup melelahkan. 

Banyaknya perubahan lokasi 

yang dilakukan karena tidak 

tepatnya lokasi yang 

Proses kerja menjadi 

lebih cepat, dan 

koordinasi yang dilakukan 

menjadi lebih efektif. 

Perubahan kedepan 

dapat saja terjadi, apabila 

terdapat data dan 

informasi lainnya. 



NO 

INDIKATOR 
PERBAIKAN 
KUALITAS 

PELAYANAN 

SEBELUM INOVASI SESUDAH INOVASI 

diusulkan (tidak sesuai 

dengan progress 

penyusunan RDTR di 

daerah), sehingga 3 subdit 

RDTR harus terus 

berkoordinasi agar tidak 

terjadi tumpang tindih (double 

usulan). 

2 Kepastian lokasi Lokasi bimtek dilakukan 

secara sporadis, tidak 

terencana 

Sudah tersaji dalam 

roadmap untuk Tahun 

2022-2024.  

3 Kemudahan dalam 

mendapatkan data 

dan informasi  

Belum memuat data dan 

informasi yang dibutuhkan 

Memuat sebagian besar 

data yang dibutuhkan, 

meskipun tidak semua 

data kab/kota didapatkan.   

 

 

C. Manfaat Aksi Perubahan 
Roadmap lokasi bimbingan tekbi RDTR memiliki manfaat jangka pendek 

dan jangka panjang sebagai berikut: 

a. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Team Leader 

1) Mempermudah dan mempercepat penetapan target lokasi yang 

akan diberikan bimbingan teknis 

2) Memudahkan pemantauan terkait usulan pemerintah daerah terkait 

pembinaan/bantuan (berupa fasilitasi persetujuan substansi, 

bantuan teknis, atau bimbingan teknis). 

3) Memiliki data dan informasi yang dapat menjadi dasar dalam 

penyusunan kebijakan (berupa fasilitasi persetujuan substansi, 

bantuan teknis, atau bimbingan teknis). 

b. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Unit Kerja dan Instansi 

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja penetapan target 

lokasi bimbingan teknis RDTR 

2) Meningkatkan upaya percepataan penyelesaian RDTR. 



c. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Penerima Layanan 

1) Lokasi yang mejadi target lebih tepat sasaran sesuai dengan 

progress penyusunan RDTR yang diakukan daerah. 

2) Pemerintah daerah mendapatkan perhatian dari Pusat dan 

mendapatkan pembinaan yang merata di Wilayah II dari Kalimantan 

hingga Papua. 

 

V.3 Keberlanjutan Aksi Perubahan 
A. Legalitas Penerapan Inovasi 

Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020, tusi Direktorat Binda 

II, antara lain: pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis 

perencanaan tata ruang kepada pemerintah kab/kota, dan fasilitasi 

pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah. Dalam 

Buku Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, program 

prioritas bidang tata ruang difokuskan pada pencapaian salah satu 

strategic goal Kementerian ATR/BPN yaitu “Penataan Ruang Berbasis 

RDTR Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, yang dilakukan melalui penyelesaian 

kurang lebih 2000 persetujuan substansi RDTR melalui bimbingan teknis, 

bantuan teknis dan fasilitasi persetujuan substansi dalam waktu 5 (lima) 

tahun.  

 

Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR merupakan salah 

satu upaya untuk percepatan penyelesaian RDTR, sehingga akan semakin 

cepat dan semakin banyak RDTR yang dapat didorong menjadi perkada. 

Inovasi ini dilkakukan untuk memenuhi Renstra Ditjen Tata Ruang. 

Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) semakin mendesak 

terutama setelah adanya isu percepatan investasi. RDTR akan terintegrasi 

dengan sistem OSS (Online Single Submission). Dengan demikian inovasi 

ini pun dilakukan dalam rangka mendukung PP No. 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan PP 21 

Tahun 2021 dimana daerah yang sudah memiliki RDTR hanya melakukan 

konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 

 



B. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi 
Untuk mendukung pemenuhan kurang lebih 2000 RDTR sampai dengan 

tahun 2024, roadmap lokasi bimtek RDTR ini merupakan keharusan untuk 

mempermudah dan mempercepat pemenuhan RDTR. Beberapa hal yang 

masih perlu dikembangkan dalam roadmap ini, antara lain: 

1) Pemutakhiran database melalui aplikasi protaru yag suah ada 

(tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru) 

2) Pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan yang didasarkan 

pada penggunaan data yang termutakhirkan. 

Pelayanan pemberian bimbingan teknis merupakan pelayanan tidak 

berbayar yang keseluruhan pelaksanaan pelayanannya dibiayai oleh 

anggaran negara. Anggaran untuk pelayanan pemberian bimbingan teknis 

termasuk untuk pelaksanaan aksi perubahan ini, melekat pada kegiatan 

Bimbingan Teknis yang merupakan kegiatan rutin di setiap tahun 

anggaran. Pada tahun anggaran 2021, didasarkan pada restrukturisasi 

organsiasi baru, kegiatan ini berada di Subdit Perencanaan Detail Tata 

Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, Direktorat Bina Perencanaan 

Tata Ruang Daerah Wilayah II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 
PENUTUP 

 

 
VI.1 Kesimpulan 

§ Dalam aksi perubahan ini, difokuskan pada bimbingan teknis, yang 

dianggap sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian RDTR, 

dimana output bimtek adalah materi teknis yang siap untuk didorong 

menuju proses persetujuan substansi.  

§ Dalam pelaksanaannya, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk klinik, 

dan pendampingan, dimana dokumen RDTR yang sedang disusun daerah 

akan dievaluasi secara intens, baik secara offline (bertatap muka 

langsung), online (menggunakan zoom), dan melalui email. 

§ Selama ini pemberian bimbingan teknis dilakukan secara sporadis/tidak 

merata dan tidak terencana. Penetapan target bimbingan teknis mulai 

dilakukan tahun 2021 ini, namun penetapan target lokasi per tahun 

anggaranpun menjadi permasalahan tersendiri, apalagi untuk tahun-tahun 

kedepan. 

§ Roadmap lokasi bimbingan teknis Tahun 2022 – 2024 dihasilkan dari data 

dan informasi yang mencakup semua kabupaten/kota di Wilayah II (Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan 

Pulau Papua), secara berurutan dipengaruhi oleh kesiapan daerah yang 

tergambar dari progress penyusunan RDTR nya. 

§ Kriteria yang digunakan dalam penyusunan roadmap ini adalah: 

1) Materi Teknis 3 Tahun Terakhir 

2) Ba Peta Dasar/RekomBIG 

3) Tenaga Pendamping (PWK/Pemetaan/GIS) 

4) Peta Dasar 3 Tahun Terakhir 

5) Validasi KLHS 

6) Dokumen KLHS 

7) Dana Pendamping 

8) Materi Teknis Lebih dari 3 Tahun Terakhir 

9) Raperkada 



10) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis (Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/ Kota) 

11) Peta Tematik 

12) Kawasan Yang Merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan (PKW, 

PKL, PPK) 

13) Peta Rencana. 

§ Pemberian Bimbingan Teknis pada 188 RDTR Tahun 2022-2024 ini 

pada implementasinya akan dipengaruhi oleh:  

1) ketersediaan anggaran yang berpengaruh pada volume target per 

tahunnya;   

2) penetapan target per pulau; 

3) pemenuhan target pada masing-masing kawasan tematik; dan 

4) informasi lainnya hasil koordinasi dan updating data dan informasi. 

 

VI.2 Rekomendasi 
Pelaksanaan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR dalam implementasi aksi 

perubahan tentunya perlu terus dilanjutkan dan diterapkan dalam penyusunan 

target bimbingan teknis. Namun, untuk mencapai hasil optimal, penulis 

merekomendasikan beberapa hal yang masih perlu dikembangkan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Dalam menetapkan target rencana program/kegiatan dan anggaran 

terutama terkait bimbingan teknis RDTR, Direktorat Bina Perencanaan 

Daerah Wilayah II dapat mengacu pada roadmap lokasi bimbingah teknis, 

agar penetapan target per pulau menjadi lebih implementatif. 

2) Pemutakhiran data dan informasi harus terus dilakukan, karena data akan 

berpengaruh pada pengabilan keputusan dan penyusunan kebijakan. 

Terkait progress penyusunan rencana tata ruang, sudah ada aplikasi 

protaru (tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru) yang seharusnya dapat 

menampilkan semua data dan informasi yang dibutuhkan terkait progress 

penyusunan rencana tata ruang, terutama RDTR. Perlu satu data untuk 

menginventarisasi semua RDTR beserta status dan progressnya, sehingga 

akan memangkas koordinasi yabg sangat melelahkan. Ini sejalan pula 

dengan arahan Dirjen Tata Ruang agar pemerintah daerah membangun 



database untuk RDTR kabupaten/kota, dan dalam mengumpulkan dan 

membangun database tersebut, pemerintah daerah dapat bekerjasama 

degan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahlil 

Perencana (IAP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan 

kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  

3) Tidak hanya menghasilkan target bimbingan teknis, roadmap ini juga 

menggambarkan beberapa lokasi yang siap untuk didorong menjadi target 

fasilitasi persetujuan substansi.  

4) Selain itu  roadmap ini juga menggambarkan RDTR yang belum disusun 

daerah namun memiliki nilai strategis kawasan, sehingga kedepan daerah 

harus memprioritaskan anggaran untuk penyusunan RDTR tersebut atau 

menyampaikan usulan kepada Pemerintah untuk diberikan bantuan teknis. 

Pemerintah akan memprioritaskan pemberian bantuan teknis untuk daerah 

yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) rendah, memiliki potensi keunggulan ekonomi/investasi 

tinggi, program strategis nasional, dan merupakan kawasan rawan 

bencana. 

5) Dalam upaya percepatan penyelesaian RDTR, kedepan Ditjen Tata Ruang 

akan melibatkan Kantor Pertanahan Wilayah di tiap provinsi, untuk itu 

mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sedang disiapkan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN I 

 
SK TIM EFEKTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN II 
 

DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesimpulan Rapat: 
§ Perlunya komitmen dan dukungan dari Tim Efektif untuk mewujudkan penyusunan roadmap dalam 

kurun waktu 2 bulan. 
§ Penyepakatan tahapan pekerjaan dan outputnya 
§ Roadmap akan mencakup semua kabupoaten/kota di Wilayah II 
§ Terkait metoda untuk melakukan prioritisasi, tidak mesti melalui suatu sistem, tapi dapat 

menggunakan software yang ada atau aplikasi sederhana, karena metoda ini hanya tools untuk 
mencapai roadmap. 

§ Penggunaan secara maksimal data dan informasi yang ada, sehingga diharapkan dapat  dilengkapi 
dalam kurun waktu 2 bulan ini. 

§ Roadmap ini diharapkan dapat cepat tersusun, karena dalam waktu dekat harus segera 
menyampaikan lokasi RDTR yang menjadi target kegiatan Tahun 2022 (faspersub, bimtek, dan bantek) 
. 

Tindak Lanjut: 
Akan disusun kriteria dan muatan database progress penyusunan RDTR. 



LAMPIRAN III 
 

DOKUMENTASI RAPAT PERUMUSAN KRITERIA PEMBERIAN BIMBINGAN 
TEKNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesimpulan Rapat: 
§ Dalam melakukan prioritas, 

perlu memperhatikan pula nilai 
strategis kawasan dan kawasan 
yang menjadi pusat kegiatan 
/pusat pelayanan. 

§ Tematik kawasan dapat 
dijustifikasi, untuk itu tematik 
kawasan yang meliptui tema 
ekonomi, sosial budaya, dan 
daya dukung ligkungan tidak 
menjadi kriteria dalam 
menentukan pemberian 
bimbingan teknis, namun 
merupakan keterangan di 
masing-masing RDTR. 

§ Usulan kedepan agar dibuat 
kajian terhadap kualitas 
dokumen RDTR yang diberikan 
bimbingan teknis, 
pergerakannya dari tahun ke 
tahun. 

 
Tindak Lanjut: 

§ Akan disusun kriteria 
penentuan pemberian 
bimbingan teknis berdasarkan 
masukan rapat, beserta tingkat 
pentingnya masing-masing 
kriteria tersebut. 

§ Akan dilakukan koordinasi 
dengan pemerintah daerah 
terkait kelengkapan pengisian 
form progress penyusunan 
RDTR . 



LAMPIRAN IV 
 

DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN V 
PERNYATAAN DUKUNGAN 

 

A. DUKUNGAN DARI INTERNAL SUBDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN DUKUNGAN 
 

Nama Budi Santosa, S.T, M.T 

Jabatan Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 
Sosial Budaya Wilayah II  

Instansi 
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah 
Wilayah II 

Pernyataan Dukungan terhadap Aksi 
Perubahan berjudul “Peningkatan 
Produktivitas Pemenuhan RDTR 
melalui Penyusunan Roadmap Lokasi 
Bimbingan Teknis” 

Dengan adanya roadmap ini, maka usulan 
program/kegiatan akan lebih terencana, dan ini 
juga sebagai salah satu upaya percepatan 
penyusunan RDTR. 

Tanda tangan 

 
   
 

Tanggal pernyataan  

Pemilik Tugas chdessy@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. DUKUNGAN DARI EKSTERNAL SUBDIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN DUKUNGAN 
 

Nama Sri Nurnaeni, S.T, M.Eng 

Jabatan 
Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan 
Ekonomi Wilayah II 

Instansi Ditjen Tata Ruang 

Pernyataan Dukungan terhadap Aksi 
Perubahan berjudul “Peningkatan 
Produktivitas Pemenuhan RDTR 
melalui Penyusunan Roadmap Lokasi 
Bimbingan Teknis” 

Roadmap yang dihasilkan akan mempermudah 
dalam menentukan lokasi target bimbingan teknis 
kedepannya, dan menjadi lebih tepat sasaran. 

Tanda tangan 
 
   
 

Tanggal pernyataan 3 Juli 2021 

Pemilik Tugas chdessy@gmail.com 

 

 

 

PERNYATAAN DUKUNGAN 
 

Nama Caesar adi Nugroho 

Jabatan Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda 

Instansi 
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah 
Wilayah II 

Pernyataan Dukungan terhadap Aksi 
Perubahan berjudul “Peningkatan 
Produktivitas Pemenuhan RDTR 
melalui Penyusunan Roadmap Lokasi 
Bimbingan Teknis” 

 
Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Legalisasi RDTR 
mendukung pemenuhan target percepatan RDTR 
secara sistematis sesuai dengan urgensinya 
terhadap kebijakan nasional 
 
 
 

Tanda tangan 

 

   
 

Tanggal pernyataan 30 Juni 2021 

Pemilik Tugas chdessy@gmail.com 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. DUKUNGAN DARI EKSTERNAL KEMENTERIAN ATR/BPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


